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Analisis Bagi Hasil Usaha Perikanan Tangkap 
dalam Perspektif Nilai Keadilan Islam 
(Studi Kasus pada UD AISAH di Kabupaten Sinjai) 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai konsep penerapan nilai 
keadilan Islam dalam sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap pada UD AISAH 
di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi 
pustaka yang berasaskan Al-Qur‘an dan As-Sunnah serta didukung oleh 
pengamatan lapangan guna mengetahui kesesuaian antara konsep dan kondisi 
riilnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, 
serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad perjanjian 
maupun bagi hasil pada UD AISAH sudah cukup baik dengan beberapa 
kebijakan untuk meminimalisir tindak eksploitasi utamanya kepada nelayan buruh. 
Namun, masih ada beberapa unsur pada pelaksanaan akad dan penerapan bagi 
hasil yang kurang sesuai dengan nilai keadilan Islam. Adapun dampak sistem 
bagi hasil dan kebijakan yang diberlakukan oleh UD AISAH telah memberikan 
kontribusi yang cukup baik bagi kesejahteraan nelayan binaannya. 
 
 










Analysis Profit Sharing of Fishery Capture Business  
Based on Islamic Value of Justice  
(Case Study at UD AISAH in Sinjai Regency) 
 




This study aims to analyze the concept of Islam in the implementation of value 
justice system for profit sharing in the fishery capture business.Then, analyze the 
correspondence between concept and application ranging from the process of 
contract agreement until the application for the profit sharing and how impacts of 
profit sharing system for the welfare of fisherman. The method of research was 
conducted by studying literature based Al-Qur‟an and As-Sunnah and supported 
by field observation to determine between concepts and the real conditions. The 
research was conduction at UD AISAH, one of the fishery capture companies in 
Sinjai, Sulawesi Selatan. The sources of data  used in this research are the 
primary dan secondary data, collected through method by interview, observation, 
and documentation. and then the data analyzed by qualitative descriptive method. 
The results showed that in the implementation of contract agreement and profit 
sharing system in UD AISAH has been good enough with some policies to 
minimize the act of exploitation to labour of fisherman. However, there are stiil 
some element in the implementation of contract agreement and application of 
profit sharing system, that is less appropriate if viewed from the Islamic justice 
value. The impact from profit sharing system and policies enacted by UD AISAH 
has a good contibuted for welfare of the fisherman. 
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1.1 Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara maritim, dengan luas wilayah laut sekitar 
3,1 juta km2 (0,3 km2 perairan teritorial; 2,8 juta km2  perairan kepulauan) atau 
sekitar 62% dari luas teritorialnya (Lampe, 2009). Luasnya wilayah perairan yang 
dimiliki oleh Indonesia, menjadikannya sebagai negara yang kaya akan berbagai 
jenis sumber daya hayati perairan yang potensial. Potensi ini merupakan suatu 
sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 
pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berdomisili di 
wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan rakyat 
sebagai nelayan. 
Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) merupakan 
program nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk 
memaksimalkan pembangunan ekonomi dalam bidang pertanian secara luas.  
Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
sumber daya alam yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan  petani dan nelayan (http://www.litbang.deptan.go.id/special/rppk/).  
Kendati secara umum mayarakat petani dan nelayan dalam perspektif 
pembangunan ditempatkan pada rana yang sama, yaitu sebagai pelaku dan 
penerima manfaat dari hasil pembangunan, namun secara sosiologis, 
karakteristik komunitas nelayan berbeda dari komunitas petani. Menurut Yusuf 
dan Arief (2008), "Petani menghadapi situasi yang dapat dikontrol sedangkan 
nelayan dihadapkan pada situasi ekologis yang sulit dikontrol produksinya, 





berpindah - pindah dan ada elemen risiko yang harus dihadapi lebih besar 
daripada yang dihadapi petani". Sehingga, nelayan dalam kondisi realitasnya, 
sebagian besar menggantungkan kehidupan sosial ekonominya secara langsung 
dan tak langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan teknologi untuk 
melaut. Tersedianya teknologi yang bersifat eksploitatif, yaitu efektif dan efisien 
merupakan suatu yang diharapkan oleh para nelayan, namun harapan itu masih 
jauh dari kenyataan. 
Berdasarkan hasil beberapa penelitian sosial ekonomi, diketahui 
bahwa penduduk bahari terutama masyarakat nelayan pesisir di negara-negara 
yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, mayoritas penduduknya berada 
dalam  kemiskinan (Winoto, 2006; Acheson dan Emerson dalam Haryono 2005). 
Kondisi tersebut membuat tidak semua nelayan mampu memiliki teknologi 
penangkapan kerena terkendala dengan ketersedian modal yang cukup besar. 
Kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan di Indonesia 
menyebabkan nelayan masih dianggap sebagai golongan masyarakat yang 
termarginalkan. 
 Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Indonesia menciptakan 
suatu strata sosial yang sifatnya tidak ketat, dimana terdapat dua kategori utama 
berdasarkan kepemilikan modal yaitu: juragan dan buruh. Strata sosial seperti ini 
cukup variatif di setiap daerah.  Merujuk pada Arifin (2012), Di Sulawesi Selatan 
sendiri, dikenal kategori strata sosial masyarakat nelayan, seperti ponggawa 
lompo (pemilik perahu dan alat produksi), ponggawa caddi (pemimpin pelayaran), 
dan sawi (nelayan buruh).  
 Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ponggawa, 
jumlahnya relatif sedikit, umumnya mempunyai status sosial yang tinggi 




mereka yang tergolong kategori sawi adalah mereka yang memiliki status sosial 
rendah yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan 
mereka, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, selain  
sebagai nelayan buruh,  baik di atas kapal maupun di tempat-tempat pendaratan 
ikan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.  
Pola hubungan kerja  antar kategori dalam strata sosial ini  akan saling 
mempengaruhi, diantaranya  dalam hal besarnya pendapatan masing-masing 
sebagai akibat dari sistem bagi hasil  yang diberlakukan.  Karena itu, pengaturan 
sistem bagi hasil usaha perikanan harus menjadi salah satu perhatian, untuk 
mengurangi timbulnya unsur-unsur ketidakadilan yang menjadi salah satu 
penyebab masalah kemiskinan nelayan, khususnya mereka yang tergolong sawi 
(nelayan buruh).  
 Negara telah mengatur landasan hukum mengenai bagi hasil 
perikanan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 
1964 bahwa: 
"Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, 
maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap paling sedikit 
harus diberikan bagian sebagai berikut: jika dipergunakan perahu layar; 
minimum 75% dari hasil bersih sedangkan jika dipergunakan kapal motor, 
minimum 40% dari hasil bersih…". 
 
Meski telah ada perundang-undangan yang mengatur tentang bagi hasil usaha 
perikanan, namun ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaanya. 
Adapun faktor-faktor penghambatnya menurut Eidman (1993) antara lain: 
pertama, ketidaktahuan masyarakat nelayan terhadap Undang-undang Bagi 
Hasil Perikanan yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penyuluhan 
pemerintah kepada masyarakat nelayan dan rendahnya tingkat pendidikan 
masyarakat pesisir; kedua, pola bagi hasil secara adat sulit untuk ditinggalkan 




sistem bagi hasil secara adat ini lebih berpihak kepada para nelayan pemilik 
modal; ketiga, distribusi bagian atau persentase bagi hasil perikanan tergantung 
pada unit atau jenis alat tangkapnya seperti: besarnya kapasitas kapal atau 
perahu, jenis dan ukuran mesin yang digunakan, serta ketahanan alat tangkap 
yang digunakan; keempat, kemampuan atau kedudukan tenaga kerja akan 
membedakan besar kecilnya bagian yang diterimanya dari bagi hasil perikanan. 
Misalnya, karena peran juru mudi sebagai nakhoda yang mempunyai tanggung 
jawab besar sebagai pimpinan rombongan nelayan dalam memperoleh hasil 
tangkapan, sehingga juru mudi memperoleh bagian yang lebih besar dari pada 
nelayan yang berperan sebagai juru mesin (motoris) maupun pandega (nelayan 
buruh); kelima, adanya kelemahan pada undang-undang bagi hasil perikanan 
yang tidak memperhatikan keseimbangan perbandingan bagi hasil antara 
nelayan pemilik dan nelayan penggarap pada setiap alat tangkap yang berbeda. 
Berbagai faktor penghambat tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai 
keadilan sehingga nasib masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya 
sebagai nelayan semakin terpuruk. 
 Pemerintah memang telah berusaha membuat berbagai kebijakan 
terkait penyejahteraan nasib nelayan. Namun, masalah kemiskinan nelayan 
hingga saat ini belum mampu teratasi secara signifikan.  Berbagai aturan sistem 
bagi hasil yang telah dibuat menurut perspektif skala keadilan masing-masing 
pihak, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat berupa tradisi dan atau 
adat istiadat, belum mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah 
kemiskinan nelayan.  
Menurut Islahi (1997:4), ―Kita membutuhkan sebuah masyarakat yang 
memiliki ketetapan yang baik, sehingga kemiskinan bisa dihilangkan dan 




adalah kebebasan dalam berusaha dan hak milik, dibatasi oleh hukum moral dan 
diawasi oleh negeri yang adil dan mampu menegakkan hukum suci, syariat‖. 
Olehnya itu, perlu ada penegakan kaidah-kaidah syariat dalam meyelesaikan 
berbagai masalah, tidak terkecuali dengan masalah ketidakadilan atas bagi hasil 
perikanan yang menjadi salah satu faktor keterpurukan nasib nelayan. 
Dalam pandangan Islam, ―nilai keadilan memiliki makna perhatian 
terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap 
pemiliknya‖ (Shihab, 1996). Sejalan dengan makna keadilan tersebut, Shihab 
dalam Alimuddin (2011) menyatakan bahwa ―nilai keadilan terkandung makna 
menempatkan atau mendistribusikan/mendapatkan sesuatu sesuai dengan 
konteksnya‖. Makna ―keadilan ini berlawanan dengan makna ‗kezaliman‘ yang 
berarti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain‖ (Shihab, 1996). Dengan 
demikian, terjadinya pelanggaran hak-hak para sawi utamanya dalam persentase 
bagi hasil perikanan yang selama ini masih jauh dari nilai keadilan merupakan 
suatu bentuk kezaliman kepada masyarakat nelayan buruh. Padahal, Islam 
sangat melarang manusia berbuat zalim, sebagaimana ancaman Allah kepada 
para pelaku kezaliman dalam firman-Nya: ―Sesungguhnya kesalahan hanya ada 
pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di 
bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih‖ 
(QS. Asy-Syura [42]:42).   
 Sejalan dengan usaha penerapan nilai keadilan Islam, prinsip 
keseimbangan menjadi karakteristik utama bagi umatnya (Qardhawi dalam 
Alimuddin 2011). Prinsip keseimbangan ini pula yang menjadi ruh dalam sistem 
ekonomi Islam khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil 
(Khasanah, 2010). Dalam sistem bagi hasil perlu diterapkan nilai keseimbangan 




itu, pemerataan distribusi kekayaan perlu diperbaiki, jangan sampai berputarnya 
harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya sementara kelompok 
lainnya (miskin) tidak memperoleh bagian. Sebagaimana firman Allah: ―Supaya 
harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara 
kalian‖. (QS al-Hasyr [59]: 7).  
 Terciptanya keseimbangan dan pemerataan distribusi kekayaan yang 
berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan lahirnya kesejahteraan dalam 
masyarakat. Untuk itu, tentunya perlu ada kesadaran dari masyarakat khususnya 
masyarakat yang diberikan kelebihan harta oleh Allah sehingga dengan harta 
tersebut mereka dapat memegang peranan penting dalam sektor-sektor usaha. 
Sepatutnya masyarakat yang dikaruniakan kelebihan harta memperhatikan 
masyarakat miskin di sekitarnya karena perbedaan antar individu dalam suatu 
masyarakat adalah sesuatu yang alamiah, bukan untuk dipertentangkan namun 
untuk saling bekerja sama. Sebagaimana dengan firman Allah: ―…Kamilah yang 
menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain‖ (QS. Az-Zukhruf 
[43]:32). Berlandaskan firman Allah dalam Al Qur‘an tersebut, maka hubungan 
kerja sama antara ponggawa (juragan) dan sawi (nelayan buruh) merupakan 
bentuk kerja sama ekonomi yang seharusnya saling memberi manfaat antara 
satu sama lain. Selain itu, antara ponggawa dan sawi harusnya saling 
memahami hak dan tanggung jawab masing-masing, tak terkecuali dalam 
persoalan bagi hasi usaha.  
 Selama ini telah banyak daerah menerapkan sistem bagi hasil, namun, 
bagi hasil yang diterapkan masih jauh dari nilai keadilan (Retnowati, 2011). Hal 




hidup dalam keterpurukan lingkaran kemiskinan. Padahal Islam melarang 
perolehan harta kekayaan dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah: 
―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama 
kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka di antara kalian‖ (QS al-Nisa‘ [4]: 29). 
 Bagi hasil adalah salah satu praktik dalam ekonomi Islam serta 
merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam (Khasanah, 
2010). Sehingga, bagi sektor-sektor usaha atau lembaga bisnis yang 
menerapkan bagi hasil dalam usahanya agar senantiasa menerapkan prinsip-
prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Menurut Rohmatin (2008) bahwa 
bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu 
mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama 
lain. Begitu pula pada pembagian hasil usaha perikanan tangkap antara 
ponggawa dan sawi yang sering ditemukan terjadinya unsur-unsur kezaliman, 
khususnya kepada para sawi sebagai pihak yang tereksploitasi dan tak berdaya 
atas kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh ponggawa. Bahkan hingga pada 
proporsi bagian yang harus diperolehnya atas bagi hasil tangkapan yang 
cenderung semakin membuat termarginalkannya posisi sawi akibat tidak adanya 
penegakan nilai keadilan di dalamnya. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini 
benar-benar dilaksanakan sebagaimana petunjuk Al Qur‘an dan As-Sunnah, 
diharapkan mampu menjadi jalan ―berkah‖ untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekaligus mengentaskan masalah kemiskinan. 
 Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
pada ―UD. AISAH‖. Dipilihnya perusahaan tersebut sebagai fokus penelitian 
disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, prestasi yang telah diraihnya 




Sulawesi Selatan pada tahun 2010. Kedua, visi perusahaan yang mengutamakan 
peningkatan kesejateraan nelayan binaan melalui pendekatan kekeluargaan 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar anggota beserta keluarganya. Ketiga, sistem 
bagi hasil sebagai wujud kerja sama yang diterapkan dalam perusahaan. Dengan 
demikian sistem bagi hasil pada UD. AISAH cukup menarik untuk dijadikan 
sebagai salah satu indikator dalam upaya memotret sejauhmana penerapan nilai 
keadilan Islam atas bagi hasil yang diterapkan  untuk mencapai visi perusahaan. 
Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian 
dalam bentuk skripsi dengan judul:  
“Analisis Bagi Hasil Usaha Perikanan Tangkap dalam Perspektif Nilai 
Keadilan Islam (Studi Kasus pada UD AISAH di Kabupaten Sinjai)” 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan dari data dan fenomena singkat yang digambarkan dalam 
latar belakang, maka yang menjadi masalah pokok adalah apakah sistem bagi 
hasil usaha perikanan tangkap telah memenuhi unsur-unsur keadilan dalam 
Islam. Berdasarkan masalah pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 
beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana konsep nilai keadilan Islam atas kerja sama ekonomi dalam 
bagi hasil usaha perikanan tangkap? 
2. Bagaimana akad perjanjian bagi hasil usaha perikanan pada UD. AISAH 
di Kabupaten Sinjai? 
3. Apakah akad perjanjian dan penerapan bagi hasil usaha perikanan pada 
UD. AISAH di Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan nilai keadilan Islam? 
4. Bagaimana dampak sistem bagi hasil yang diterapkan UD. AISAH 




1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban 
kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah: 
1. Untuk menemukan konsep nilai keadilan islam atas kerjasama ekonomi 
dalam bagi hasil usaha perikanan 
2. Untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian bagi hasil usaha perikanan 
pada UD. AISAH di Kabupaten Sinjai 
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan bagi hasil usaha perikanan pada 
UD. AISAH telah sesuai dengan konsep nilai keadilan islam.  
4. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat 
nelayan yang bekerja pada UD. AISAH sebagai dampak dari sistem bagi 
hasil yang diterapkan perusahaan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Peneliti 
Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih 
mendalam mengenai konsep bagi hasil menurut Islam. Sehingga, dapat 
menemukan suatu konsep terkait bagi hasil dalam perspektif nilai 
keadilan Islam khususnya atas usaha perikanan tangkap. Selain itu, 
peneliti dapat membandingkan konsep bagi hasil di perusahaan dengan 
konsep bagi hasil menurut perspektif nilai keadilan Islam. 
2. Pengembangan Ilmu 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan 




perikanan tangkap. Sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi 
pengembangan rangkaian penelitian yang terkait. 
3. Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 
pertimbangan bagi perusahaan dalam rangka peningkatan usaha 
perikanan tangkap, khususnya dalam penerapan bagi hasil yang berbasis 
pada nilai keadilan Islam, yang pada akhirnya diharapkan akan 
menciptakan iklim usaha yang berkeadilan dalam aspek bagi hasil usaha 
untuk mencapai kesejahteraan khususnya terhadap pihak-pihak yang 
terlibat dalam usaha.  
4. Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi 
pemerintah untuk menata dan mengembangkan konsep bagi hasil usaha 
perikanan tangkap yang berlandaskan nilai keadilan Islam, yang diyakini 
dapat menjadi jalan untuk mencapai ―keberkahan‖ usaha dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kesejahteraan 
















2.1 Tinjauan Usaha Perikanan Tangkap 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perikanan adalah segala 
sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiaraan, dan 
pembudidayaan ikan. Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2004, mendefinisikan bahwa perikanan adalah semua kegiatan 
yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.  
Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor Per. 05/men/2008 pasal 1 mendefinisikan bahwa  usaha 
perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan 
yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Kemudian 
dijelaskan pula pada pasal yang sama bahwa perikanan tangkap adalah kegiatan 
untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan 
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal 
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan/atau mengawetkannya. Sehingga, dalam pasal tersebut pula disimpulkan 
bahwa usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada 
kegiatan penangkapan ikan.  
 Merujuk pada Mulyadi (2008:56) bahwa perikanan tangkap umumnya 
terdiri atas dua macam berdasarkan skala usaha yaitu perikanan skala besar dan 
perikanan skala kecil.  Usaha perikanan skala besar diorganisasikan dengan 




modal dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan 
sederhana, baik untuk pemilik perahu maupun awak perahu, serta kebanyakan 
menghasilkan ikan berupa ikan kaleng atau ikan beku yang nantinya akan 
memasuki pasaran ekspor. Sedangkan, usaha perikanan skala kecil umumnya 
terletak di daerah pedesaan dan pesisir, dekat danau, di pinggir laut dan muara. 
usaha ini tampak khas karena bertumpang tindih dengan kegiatan lain seperti 
pertanian, peternakan dan budidaya ikan, biasanya sangat padat karya dan 
hanya sedikit menggunakan tenaga mesin, mereka tetap menggunakan teknologi 
primitif untuk penanganan dan pengolahan (beberapa diantaranya menggunakan 
es atau fasilitas kamar pendinginan) dan akibat yang berarti bagi panenan usaha 
perikanan skala kecil ini sungguh berarti, mereka menghasilkan ikan yang dapat 
diawetkan dan ikan untuk konsumsi langsung manusia. 
 Ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan produksi perikanan 
tangkap antara lain: ketersediaan sumber daya ikan, bahan bakar minyak (BBM), 
alat tangkap, kapal ikan dan nelayan. Faktor-faktor tersebut memberikan efek 
yang signifikan terhadap keberhasilan operasional perikanan tangkap 
(http://www.dkp.sumselprov.go.id). Faktor lainnya yang juga mendukung 
pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu peran pemerintah serta 
kelompok-kelompok atau lembaga usaha nelayan.  
 Menurut Susilo (2004a : 40), data-data selama ini menunjukkan bahwa 
pembangunan perikanan telah mampu meningkatkan produksi, devisa, dan 
tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pembangunan 
perikanan nasional masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan nelayan, 
terutama nelayan tradisional dan buruh nelayan. Sejalan dengan hal tersebut, 
Susilo (2004b:26) menambahkan bahwa menyelesaikan permasalahan 




dilakukan terintegrasi dengan sektor lain. Kalaulah integrasi di tingkat birokrasi 
sulit dilakukan maka dapat dimulai pada level yang paling bawah, yaitu 
masyarakat. Sehingga pendekatan kelembagaan masyarakat penting dalam 
keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan nelayan. 
 
 
2.2 Gambaran Umum Masyarakat Nelayan  
Berdasarkan Undang-undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 pasal 1 
nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 
Kemudian, merujuk pada Imran dalam Listianingsih (2008), nelayan adalah 
sekelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut 
baik, dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.  
 Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, 
tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi 
antara wilayah darat dan wilayah laut (Kusnadi dalam Sipahelut 2010). 
Pengertian masyarakat nelayan secara luas menurut Khotim (2007)  
―sekelompok manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan di 
laut dan hidup di daerah laut dan hidup di daeah pantai, bukan mereka yang 
bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka 
juga mencari ikan di laut karena mereka bukan termasuk komunitas orang yang 
memiliki ikatan budaya masyarakat pantai‖.  
Masyarakat nelayan terdiri dari beberapa komunitas atau kelompok 
nelayan. Umumnya pengelompokan ini berdasarkan atas status penguasaan 
modal, yang terdiri dari nelayan pemilik modal atau juragan dan nelayan buruh. 
Menurut Satria dalam Listianingsih (2008), nelayan pemilik atau juragan adalah 
orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring, dan alat 




tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, atau sering 
disebut sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Secara lebih rinci Mubyarto, et al. 
dalam Nuraini (2009) membagi status nelayan menjadi lima macam, yaitu: 
pertama, nelayan kaya A, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga 
mempekerjakan nelayan lain sebagai buruh nelayan tanpa ia harus ikut bekerja. 
Nelayan jenis ini biasa disebut juragan; kedua, nelayan kaya B, yaitu nelayan 
yang memiliki kapal tetapi ia sendiri ikut bekerja sebagai awak kapal; ketiga, 
nelayan sedang, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat ditutup dengan 
pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa 
mempekerjakan tenaga dari luar keluarga; keempat, nelayan miskin, yaitu 
nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya 
sehingga harus ditambah dengan bekerja lain, baik untuk ia sendiri atau untuk 
istri dan anak-anaknya;  kelima, buruh nelayan atau tukang kiteng, yaitu bekas 
nelayan yang pekerjaannya memperbaiki jaring yang sudah rusak, pekerjaan ini 
biasa dilakukan oleh kelompok orang-orang miskin yang berusia di atas 40 tahun 
dan sudah tidak kuat lagi melaut. 
 Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, 
masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri. Di beberapa 
kawasan pesisir yang mulai berkembang, struktur masyarakatnya bersifat 
heterogen, memiliki semangat kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta 
terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Meskipun demikian, masalah 
kemiskinan masih menjadi persoalan yang mendera masyarakat pesisir, 
sehingga hal ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir 
dan lautan (Kusnadi dalam Sipahelut, 2008).  
 Menurut Mulyadi (2007:49),  ada dua hal utama yang terkandung 




oleh sifat dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat 
diubah, yang tercermin dari lemahnya kemampuan untuk maju, kualitas sumber 
daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya pendapatan dan 
terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan (Bappenas dalam 
Fitrianti, et al., 2007).  
 Menurut Kusnadi (2003:v) kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor-
faktor kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat 
dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal. 
 Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi 
internal kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah: (1) keterbatasan 
kualitas sumber daya manusia  nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal 
usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan 
buruh); (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) 
ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (6) gaya hidup yang 
dipandang ―boros‖ sehingga kurang berorientasi ke masa depan.  
 Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kondisi di luar diri dan aktifitas kerja nelayan. Adapun faktor-faktor kemiskinan 
yang bersifat eksternal mencakup masalah: (1) kebijakan pembangunan 
perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang 
pertumbuhan ekonomi nasional, parsial, dan tidak memihak nelayan tradisional; 
(2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang 
perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut kerena pencemaran dari 
wilayah darat, praktek penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu 
karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan 
tangkap yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakan hokum yang lemah 




tangkapan pascatangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor 
nonperikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi 
musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) 
isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa modal, 
dan manusia. 
 Sejalan dengan masalah kemiskinan nelayan,  Fitrianti, et al. (2007) 
menyatakan bahwa pada usaha perikanan tangkap, nelayan kecil (buruh, anak 
buah kapal) memiliki posisi tawar menawar yang lemah karena dihadapkan pada 
struktur pasar yang tidak kondusif bagi mereka. Kelompok nelayan buruh 
semakin dihadapkan pada kondisi ketidakberdayaan atas desakan kebutuhan 
ekonomi yang semakin tinggi, sedangkan mereka hanya dapat menjalani hidup 
dari upah bagi hasil perikanan yang diterimanya, meski dirasakan tidak adil.  
 
2.3 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Usaha Perikanan 
Tangkap 
Dalam setiap kerjasama dari sekumpulan orang memiliki satu tujuan 
yang tentunya akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. 
Kerjasama yang dilakukan dalam usaha perikanan tangkap melibatkan pihak-
pihak seperti: pemilik modal, pemilik perahu, dan nelayan buruh. Adapun hak dan 
kewajiban masing-masing pihak menurut Khotim (2007) adalah sebagai berikut:  
a. Pemilik modal memiliki kewajiban untuk menyediakan modal usaha, 
memberikan pinjaman ikatan kepada pemilik perahu dan juga buruh nelayan, 
memberikan tunjangan berupa rokok 1 press pada saat ajuman (anyaman 
yang dilakukan untuk memperbaiki paying atau jaring yang rusak) yang 
dilakukan beberapa bulan sekali atau pada saat mereka tidak bekerja karena 




tangkapan hari ini jika tengkulak tidak bisa membayarnya. Sedangkan hak 
pemilik modal yaitu mengambil fee 15-20% sebelum dibagi tiga bagian, 
menentukan  pasar ikan, dan menentukan harga jadi ikan. 
b. Pemilik perahu memiliki kewajiban antara lain: membayar 
impres (semacam retribusi) pada petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 
menyediakan perahu, jaring/payang beserta alat tangkapnya; menyediakan 
bahan bakar minyak seperti solar, bensin, es, kulkas box untuk 
mengawetkan hasil tengkapan; setiap satu tahun sekali memberikan 
tunjangan berupa sarung beras, dan sebagainya (biasanya pemberian ini 
diberikan menjelang hari Raya Idul Fitri). Sedangkan hak pemilik perahu 
antara yaitu memperoleh keuntungan dari hasil usaha bersama, yang dibagi 
dalam tiga bagian yakni satu untuk pemilik perahu dan  dua untuk buruh 
nelayan dan mendapat komisi dari pemilik modal berupa rokok 1 press 
(kondisional) 
c. Nelayan buruh memiliki kewajiban antara lain: bertanggung 
jawab atas pekerjaannya dan memberikan hasil terbaik buat mitra atau 
majikannya. Sedangkan hak nelayan buruh yaitu menerima upah yang 
berupa ikan bukan uang, yang dibagi dalam tiga bagian yakni satu bagian 
untuk pemilik perahu dan yang dua untuk buruh nelayan, yang dua ini masih 
dibagi lagi sesuai dengan jumlah anggota; mereka harus disediakan 
akomodasi yang layak dan kesehatan yang efesiensi agar kerja mereka tidak 
terganggu; tidak boleh mempekerjakan mereka melebihi kemampuan 
fisiknya; jika suatu waktu ia diberi pekerjaan yang lebih berat maka ia harus 






2.4 Konsep Bagi Hasil Menurut Islam 
Dalam Islam, bagi hasil yang baik adalah bagi hasil yang telah 
memenuhi hukum syariah. Bagi hasil dalam Islam ini dikenal dengan istilah 
Mudharabah.  
2.4.1 Pengertian Mudharabah 
Secara bahasa Mudharabah berasal dari kata adh dharb yang 
memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: Pertama, kerena yang melakukan 
usaha Yadhrib Fil Ardhi (berjalan di muka bumi) dengan bepergian untuk 
berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. 
Kedua, karena masing-masing orang yang berserikat Yadhribu Bisahmin 
(mengambil bagian dalam keuntungan) (Muhammad, 2008:36). Sedangkan 
menurut istilah mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua 
kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada 
pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan 
keuntungan (profit) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi 
yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung 
adalah pihak investor (Saeed, 2008: 91). 
Adapun pengertian Mudharabah menurut ulama fiqih antara lain: 
Menurut mahzab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam 
keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari 
pihak lain. Menurut Mahzab Maliki, mudharabah adalah suatu pemberian mandat 
(taukiil) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan 
mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Menurut 
mahzab Syafi‟i, mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal 
kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara 




penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada 
orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari 
keuntungannya (dalam Arfiana, 2008). 
 Dari beberapa pemaknaan mengenai mudharabah di atas, dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa  mudharabah adalah kerjasama atau kontrak 
usaha antara dua pihak, salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lain 
menyerahkan tenaganya sebagai andil untuk mencapai tujuan usaha, kemudian 
keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak sedangkan jika terjadi kerugian yang menanggung adalah 
pihak penyedia modal. 
 
2.4.2  Landasan Hukum Mudharabah 
Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Qur‘an maupun 
sunnah namun karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan 
menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari‘ah maka tetap dipertahankan 
dalam ekonomi Islam (Bablily dalam Khotim, 2007). Mudharabah lebih 
mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-
ayat Al-Qur‘an dan Hadist berikut: 
a. Al-Qur’an 
Ayat Al-Qur‘an yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum 
mudharabah khususnya pada anjuran untuk melakukan usaha yaitu firman Allah 
dalam surah Al-Muzammil ayat 20: ―...dan orang-orang yang berjalan di muka 
bumi mencari sebagian karunia Allah...‖ Menurut Arfiana (2008) bahwa adanya 
kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti 
melakukan suatu perjalanan usaha. Kemudian, ayat lain yang juga mendorong 




Baqarah:198, ―Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu...‖ dan surah Al-Jumu‘ah:10, ―Apabila telah ditunaikan 
sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah‖. 
Dengan adanya mudharabah yang bertujuan untuk saling membantu antara 
pemilik modal dan pengelola modal (mudharib), maka akan mendorong kaum 
muslimin untuk mencari karunia Allah dengan melakukan perjalanan usaha. 
b. Hadist  
Landasan mudharabah dari sisi hadist atau sunnah rasulullah yaitu 
disandarkan pada perjanjian mudharabah yang dilakukan antara Nabi 
Muhammad dan khadijah.  Saat itu Nabi Muhammad dipercaya membawa 
sebagian barang dagangan Siti Khadijah dari Mekkah ke Negeri Syam. Barang 
dagangan itu dijadikan modal usaha oleh Nabi untuk diperdagangkan dan 
hasilnya dibelikan barang dagangan lainnya untuk dijual lagi di pasar Bushra di 
Negeri Syam. Setelah beberapa lama, Nabi kembali ke Mekkah membawa hasil 
usahanya dan dilaporkan kepada Siti Khadijah. Kemudian harta yang telah 
dikembangkan kemudian dihitung dan dibandingkan dengan harta semula. Harta 
semula dikembalikan kepada yang punya, sedang selisihnya dibagi antara yang 
punya harta (rabbul maal) dengan yang mengelola (mudharib) sesuai dengan 
kesepakatan semula. (Husaini dalam Khasanah, 2010). 
Hadits lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan mudharabah 
yaitu hadist yand diriwayatkan dari Shalih Bin Shuhaib Radhiyallahu „Anhu 
Rasulullah bersabda, ―tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli 
secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan 






 ―Diriwayatkan dari Ibnu Abbas sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika 
memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan 
agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang 
berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut, yang 
bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-
syarat tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 
Rasulullahpun membolehkannya‖ (HR. Thabrani)  
 
Dari beberapa hadist di atas, maka jelaslah bahwa pembiayaan 
mudharabah telah dipraktikkan oleh Rasulullah. Sehingga, sepatutnya 
mudharabah yang dilakukan di zaman sekarang hendaknya meneladani apa 
yang disunnahkan oleh Rasulullah agar mudharabah yang dilaksanakan 
mendapat keberkahan dari Allah. 
 
2.4.3  Jenis-Jenis Mudharabah 
 Menurut Wiroso (2005), dilihat dari segi transaksi yang dilakukan 
pemilik modal dengan pekerja, mudharabah dibagi dua, yaitu mudharabah 
muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. mudharabah muthlaqah adalah 
mudharabah dimana pemilik modal (shahibul mal) memberikan kuasa penuh 
kepada pihak pekerja untuk menjalankan proyek atau usaha apa saja yang 
mendatangkan keuntungan. Jadi, dalam mudharabah muthlaqah terjadi 
kerjasama antara pemilik modal dan pekerja dengan cakupan pekerjaan yang 
luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
Sedangkan, mudharabah muqayyadah adalah penyerahan modal dari shahibul 
mal kepada pekerja dengan syarat-syarat tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kepada pekerja terkait dengan pengelolaan dana dan usaha yang 
dijalankan. Jadi, mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari 
mudharabah muthlaqah dimana pekerja memiliki batasan tertentu dalam 
melakukan usaha atau mengelola dana sesuai dengan syarat-syarat yang 




mencerminkan kecenderungan umum shahibul mal dalam memasuki jenis usaha 
yang dilakukan oleh pekerja (mudharib).  
 Selain dua jenis mudharabah di atas, Yusuf , et al., (2011:94) 
menambahkan jenis mudharabah lainnya yaitu mudharabah musytarakah. 
Mudharabah musytarakah merupakan bentuk mudharabah dimana pengelola 
dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian 
dijelaskan pula dalam PSAK 105, paragraf 32-33 mengenai akad mudharabah 
musytarakah yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad 
musytarakah, jadi pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) akan 
menyertakan pula dana dalam investasi bersama (berdasarkan akad 
musyarakah). Kemudian pemilik dana musyarakah akan memperoleh bagian 
hasil usaha sesuai dengan kontribusi dana yang disetor. Pembagian hasil usaha 
antara pengelola dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil 
usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana musyarakah.  
 
2.4.4 Rukun dan Syarat Mudharabah 
 Menurut Arfiana (2008), rukun adalah suatu hal yang sangat 
menentukan bagi terbentuknya sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu 
tersebut. Sehingga, rukun merupakan suatu yang penting termasuk dalam 
terbentuknya kerjasama mudharabah.  
Menurut ulama Mahzab Hanafi, rukun  mudharabah hanyalah ijab 
(ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima 
modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Sedangkan menurut 
Mahzab Maliki, rukun mudharabah terbagi menjadi lima antara lain: (1) modal; (2) 
pekerjaan; (3) keuntungan; (4) dua orang yang melakukakan pekerjaan;  dan (5) 




membagi rukun mudharabah menjadi enam antara lain: (1) pemilik modal; (2) 
modal yang diserahkan; (3) orang yang berniaga; (4) perniagaan yang dilakukan; 
(5) ijab; (6) qabul ( Arfiana, 2008). Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa  
rukun mudharabah yang harus dipenuhi antara lain: (1) adanya pelaku akad, 
yaitu  pemodal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib); (2) objek akad 
yaitu modal, kerja/usaha, dan keuntungan; (3) terjadinya ijab dan qabul.  
 Syarat ialah sifat yang menentukan sah atau tidaknya suatu amalan 
atau perbuatan. Tanpa syarat yang sempurna tidaklah sah amalan atau 
perbuatan itu sekalipun rukun-rukunnya lengkap (Rivai dan Arifin, 2010:373).  
Sejalan dengan hal tersebut, Sabiq (1997:87) menyatakan bahwa syarat 
mudharabah antara lain: 
a. Modal, sebagai syarat mudharabah modal harus diserahkan kepada mudharib 
untuk melakukan usaha, modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, jika 
modal dalam bentuk barang maka harus dihargakan dalam uang. Kemudian 
modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang. 
b. Keuntungan, pembagian keuntungan mudharabah harus dinyatakan dalam 
prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan 
rasio nanti harus dicapai dengan negosiasi dan dituangkan ke dalam kontrak. 
Kemudian, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib 
mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik. 
c. Murdharabah ini bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana 
(pekerja) untuk berdagang di negeri tetangga atau berdagang pada waktu 
tertentu atau bermuamalah pada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat 
yang sejenis. 
Sejalan dengan syarat mudharabah, Imam Taqiyuddin juga 




ataupun dirham atau dollar atau rupiah; (2) orang yang mempunyai harta 
memberi kebebasan kepada yang menjalankan; (3) untung diterima bersama dan 
kerugian juga ditanggung bersama; (4) orang yang diserahi harus mampu dan 
ahli berdagang (dalam Arfiani, 2008). 
 
2.4.5 Berakhirnya Akad Mudharabah 
 Berakhirnya akad mudharabah menurut Arfiani (2008) disebabkan 
hal-hal  berikut: (1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja 
dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik 
modal menarik modalnya; (2) salah seorang yang berakad gila, karena orang gila 
tidak cakap bertindak hukum; (3) salah seorang yang berakad meninggal dunia; 
(4) pemilik modal murtad (keluar dari Islam); (5) modal habis ditangan pemilik 
modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga apabila modal tersebut 




2.5 Tinjauan Bagi Hasil Perikanan Tangkap dan Bagi Hasil Panen 
(Muzara’ah) 
Konsep bagi hasil usaha perikanan tangkap sebenarnya tidak 
dijelaskan secara detail dalam Islam. Berbeda dengan kerjasama dalam bagi 
hasil pertanian (muzara‟ah), yang memang telah dicontohkan dalam sejarah 
ekonomi pada awal masyarakat Islam.   
Islahi (1997:200) menyatakan bahwa hasil produksi dari kerjasama 
dalam pertanian merupakan akibat karya dua faktor utama, tenaga dari buruh 
yang merupakan tanggungjawab penggarap tanah, serta tanah atau pepohonan 




kontribusi berupa tanah dan pepohonan dari pemilik tanah. Kedua andil dalam 
melakukan proses produksi tersebut dinyatakan dalam kerja bersama dari 
seluruh faktor. Jika produksinya berhasil, maka kemudian hasil panennya akan 
dibagi sesuai dengan akad yang disetujui. Sedangkan, jika mengalami kegagalan, 
maka kedua pihak tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi, keduanya memiliki 
andil dalam menanggung keuntungan maupun kerugian atas kerjasama yang 
dilakukan. Memperjelas hal tersebut, Islahi (1997: 196) menyatakan bahwa 
dalam kasus kerugian yang terjadi atas kerjasama mudharabah (dimana satu 
pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga), kerugian atas 
modal hanya ditanggung oleh satu pihak, yaitu pemilik modal, sedang pihak lain 
(penggarap) akan menanggung kerugian karena tidak akan memperoleh 
pembayaran dari hasil garapannya. 
Penelitian yang konsep bagi hasilnya hampir serupa dengan bagi hasil 
panen pertanian berdasarkan perspektif Islam yaitu penelitian Anisatur Rohmatin 
―Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengolahan Tambak 
(Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati)‖. Dalam skripsinya, Rohmatin 
(2008) menentukan bahwa teori yang tepat untuk pola bagi hasil lahan tambak 
adalah teori mengenai syirkah mudharabah. Rohmatin menambahkan pula 
mengenai prinsip-prinsip dalam syirkah mudharabah yang kemudian prinsip 
tersebut disesuaikan dengan situasi yang sesuai terhadap bagi hasil usaha 
perikanan tambak. Adapun prinsip tersebut: 
a. Modal, yang dimaksud modal dalam usaha perikanan tambak adalah berupa 
tambak, bibit, dan peralatan dari pemilik. 
b. Akad kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama berupa ijab 
dan qabul dari masing-masing yang menandai disepakatinya kerjasama, 




untuk digunakan dalam usaha ini‖, dan dijawab oleh pihak lain (penggarap), 
―saya terima dan saya akan kelola dengan bagi hasil 1/10 dan 1/2 seperti 
yang kita sepakati. Hal ini sesuai dengan akad dalam hukum Islam. 
c. Keuntungan bagi penggarap berarti mendapatkan pekerjaan guna 
memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya. Bagi pemilik berarti kemanfaatan 
atas modal yang disiagakan oleh penggarap. Sedang keuntungan dibagi 
menurut perjanjian.  
 Meski telah ada teori serta konsep hasil dari kajian ataupun penelitian 
mengenai bagi hasil pertanian maupun perikanan tambak dalam perspektif Islam, 
namun konsep tersebut belum bisa diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam 
bagi hasil perikanan tangkap, khususnya dalam penerapan nilai keadilan bagi 
pekerja (nelayan buruh). Hal tersebut disebabkan risiko yang dihadapi khususnya 
bagi nelayan buruh berbeda dengan petani maupun nelayan penggarap tambak. 
Pada usaha pertanian ataupun perikanan tambak, lahan garapan secara ekologis 
bisa dikontrol sehingga produksi atau hasil panen dapat diprediksi. Sedangkan, 
pada usaha perikanan tangkap lahan garapan (laut) secara ekologis tidak dapat 
dikontrol sehingga tidak ada kejelasan mengenai berapa hasil tangkapan ikan 
yang dapat diperoleh.  
 
 
2.6 Konsep Nilai Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam 
2.6.1 Makna Keadilan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat 
yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, 
berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan, Menurut Parman (1995: 
75), makna keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata „adala, yang di dalam 




kalimat berita. Kemudian sejalan dengan makna Al-Qur‘an, Noor (2012) 
menambahkan bahwa kata „adl di dalam Al-Qur‘an memiliki objek yang beragam, 
begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 
‗adl (keadilan).  
Menurut Shihab dalam Noor (2012), paling tidak ada empat makna 
keadilan yakni: pertama, „adl dalam arti ―sama‖ dan pengertian ini yang paling 
banyak terdapat di dalam Al-Qur‘an, antara lain pada surah: An-Nisa (4):3, 58, 
dan 129; Asy-Syura (42): 15; Al- Maidah (5): 8; An-Nahl (16): 76, 90; dan Al- 
Hujarat (49):9. Kata ‗adl dengan arti ―sama (persamaan)‖ pada ayat-ayat tersebut 
yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Dengan begitu, keadilan adalah 
hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi 
dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan; kedua, kata „adl dalam arti 
―seimbang‖ pengertian ini ditemukan di dalam Al-Qur‘an surah Al-Maidah (5): 95 
dan Al-Infitar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan 
alladhi khalaqak fa sawwak fa „adalak, yang artinya: Allah yang telah 
menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan 
tubuhmu) seimbang; ketiga, kata „adl dalam arti ―perhatian terhadap hak-hak 
individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah 
yang didefinisikan dengan ―menempatkan sesuatu pada tempatnya‖ atau 
―memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat‖. Lawan dari pengertian 
ini adalah ―kezaliman‖ yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. 
Pengertian ini disebutkan di dalam Al-An‘am (6):152, wa idha qultum fa‟dilu 
walaw kana dha qurba, yang artinya: dan apabila kemu berkata, maka hendaklah 
kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu. Pengertian ‗adl seperti ini 
melahirkan keadilan social; keempat, kata „adl yang diartikan dengan ―yang 




berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan 
rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Dalam pengertian ini 
yang harus dipahami kandungan Al-Qur‘an Surah Ali- Imran (3): 18, 
menunjukkan Allah sebagai Qa‟iman bi al-qist yang artinya ―menegakkan 
keadilan‖. 
Dari berbagai makna adil dan keadilan di atas, Noor (2012) 
menambahkan bahwa kata „adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu 
keadaan lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum 
dengan benar. Sejalan dengan makna adil atau keadilan tersebut Muslehuddin 
(1991: 77) menyatakan mengenai kesesuaian makna keadilan dengan tujuan 
pokok syariah, yakni untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan 
mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Sejalan 
dengan tujuan tersebut, Khasanah (2010) menambahkan bahwa syariah Islam 
menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. Sehingga, 
sistem ekonomi yang lahir dari sistem Islami yang diharapkan dapat memberikan 
solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan 
yang berpihak kepada kemashalatan dan keadilan dalam ekonomi umat (Noor, 
2012). Transaksi ekonomi selalu melibatkan kerja sama dari berbagai pihak. 
Sejalan, dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah dalam Islahi (1997:195) 
menekankan bahwa basis utama dari bisnis dan kerja sama itu adalah keadilan 
dari dua belah pihak.  
 
2.6.2 Keadilan dalam Kerjasama Ekonomi 
Islahi (1997: 194) mengatakan bahwa di beberapa tempat, ada lima 




a. Kerjasama dalam permodalan dan tenaga (syirkah al-„inan). Dua orang atau 
lebih mengumpulkan modal mereka lalu bekerja bersama-sama dan 
membagi hasil keuntungan yang mereka peroleh. 
b. Kerjasama dalam tenaga (syirkah al-abdan). Sejumlah tukang atau pekerja 
bergabung menangani sebuah pekerjaan dan setuju untuk membagi 
penghasilan mereka di antara mereka sendiri. 
c. Kerjasama dalam kredit (syirkah al-wujuh). Seseorang atau lebih dari 
anggota suatu organisasi mendapatkan barang secara kredit dan mereka 
kemudian menjualnya dan mereka sepakat membagi keuntungan yang 
diperoleh. 
d. Kerjasama komprehensif (syirkah al-muwafadah). Kerja sama dalam 
berbagai bentuk sekaligus, baik al-„inan, al-wujuh, dan al-abdan. 
e. Kerjasama mudharabah (syirkah al-mudharabah). Salah satu pihak 
menyediakan modal dan satu pihak menyediakan tenaga. 
Menurut Rahman dalam Khotim (2007) bahwa setiap pihak yang 
bekerjasama mempunyai hak tertentu dan mempunyai tugas-tugas tersendiri 
terhadap pihak lain dalam membagi hasil keuntungan. Apabila terjadi  kerja sama  
antara dua pihak atau lebih dan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan 
merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang melakukan kerja sama 
tersebut. Begitupula apabila dalam kerja sama tersebut mengalami kerugian, 
maka juga akan menjadi tanggungan bersama pihak-pihak yang bekerjasama.  
Adapun syarat-syarat dalam membangun sebuah kerjasama menurut 
Khotim (2007) antara lain: 





b. menurut beberapa ahli hukum, kontrak kerjasama hanya sah apabila 
dilaksanakan dengan uang tender yang sah. 
c. Imam Sarikhsi menjadikan perjanjian tertulis sebagai syarat sahnya 
perjanjian kerja sama. Beliau menegaskan bahwa perjanjian kerjasama 
adalah suatu kontrak yang berlangsung selama waktu tertentu. Oleh karena 
itu perlu adanya perjanjian tertulis sehingga apabila terjadi permasalahan 
dikemudian hari maka dikembalikan kepada perjanjian tertulis yang telah 
dilakukan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur‘an: ―Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…‖ (QS. Al-Baqarah: 
282). 
d. jumlah modal tiap yang bekerjasama sebaiknya dituliskan dengan jelas, 
karena ketika pembagian keuntungan dilakukan harus jelas diketahui tiap 
pihak supaya memudahkan dalam pembagian. Jumlah modal tiap pihak 
dituliskan dalam perjanjian agar tiap pihak mengetahui dan menghindari 
berbagai keraguan yang timbul. 
e. jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh tiap pihak dituliskan dengan 
jelas dan sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki. 
f. waktu dimulainya perjanjian harus dituliskan, hal ini dilakukan untuk 
menghindari keraguan dikemudian hari. 
g. perlu juga dituliskan bahwa modal dalam bentuk tunai bukan berupa hutang 
atau sesuatu yang tidak jelas wujudnya. 
Menurut Baidhawi (2007: 116) bahwa tidak ada satupun aturan syariah 




menginvestasikan modal guna memprakarsai bisnis dan produksi industrial. 
Dalam sistem ini, semua kelompok memberikan kontribusi modal yang 
diperlukan. Pada saat yang sama mereka juga berpartisipasi menyediakan 
tenaga kerja (human capital) dalam mengelola perusahaan, meskipun tidak 
harus sama proporsinya. Keuntungan hasil usaha akan dibagi sesuai proporsi 
yang telah disepakati sebelumnya, namun jika terjadi kerugian maka akan 
ditanggung oleh setiap partisipan sesuai dengan besaran modal yang diberikan 
masing-masing. 
Sejalan dengan pendapat Baidhawi, Islahi (1997: 196) menekankan 
keharusan adanya keadilan dalam kerja sama dan penetapan pembagian (yang 
adil pula) dari kedua pihak itu atas keuntungan, baik dalam keadaan untung 
maupun rugi. Dalam kerjasama ini ada dua faktor yang dipertimbangkan yaitu 
modal dan tenaga kerja, yang memiliki posisi seimbang dalam proses produksi. 
Kemudian dijelaskan, bahwa keuntungan adalah sesuatu pendapatan tambahan 
(nama‟) dari penggunaan tenaga seseorang (badan) dan pihak yang lain atas 
modal (mal). Jadi, harus dibagi di antara mereka setiap penghasilan tambahan 
yang diperoleh hasil dari dua faktor itu.  
Menurut Islahi (1997: 196) bahwa tidak satu pihakpun dari yang 
bekerjasama bisa menjamin hitungan keuntungan: kontrak mereka hanyalah 
berbasis persentase bagian dari keuntungan yang disepakati kedua pihak dan 
bukan persentase dari yang akan diterima atas suplai kapital. Kemudian, jika 
terjadi sebuah kesalahan atau perbuatan yang tidak benar dalam kerjasama, baik 
ketika para pekerja melakukan penggunaan modal yang tidak benar atau lalai, 
menyia-nyiakan modal, maka ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya.  
Menurut Khasanah (2010) bahwa dalam pelaksanaan bersyarikat atau 




Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan 
sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya saja. Sedangkan kepentingan 
lainnya, seperti pegawai, masyarakat pada umumnya diabaikan. Seorang muslim 
yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat 
dzalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat dzalim maka Allah 
akan membalasnya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam harus dihindari perbuatan 
dzalim tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pernyataan Baidhawi (2007: 
119) dapat menjadi kesimpulan mengenai kerjasama bagi hasil bahwa dua pihak 
yang melakukan kerjasama bagi hasil baik pemilik modal maupun tenaga kerja 
saling berhubungan erat dalam kerangka kerjasama dan kemitraan untuk saling 
memanfaatkan satu sama lain, dan bukan sebaliknya untuk saling 
mengeksploitasi. 
 
2.7 Menggapai Kesejahteraan Melalui Konsep Bagi Hasil dalam Islam 
Menurut Khasanah (2010) bahwa bagi hasil adalah salah satu skim 
yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam 
sistem kesejahteraan Islam. Menurut Noor (2012) bahwa kesejahteraan dapat 
dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan 
yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang 
menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha 
produktifnya. Bukan eksploitasi pada kelompok tertentu yang tidak memiliki 
modal seperti halnya buruh.  
Kemudian, Noor (2012) menambahkan bahwa dalam konsepsi Islam, 
harta adalah amanah yang berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga jangan sampai penggunaan harta sebebas-bebasnya dan sesuka hati 




bahwa dalam harta terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, 
Islam mewajibkan zakat, dan waris serta menganjurkan untuk mewakafkan harta, 
serta melaksanakan infak dan sedekah. Sejalan dengan hal tersebut, Baidhawi 
(2007:119) menambahkan bahwa Al-Qur‘an menganjurkan mereka yang lebih 
besar untuk memanifestasikan religiusitasnya melalui tindakan berbagi terhadap 
mereka yang kecil dan kurang beruntung.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 
kesejahteraan dalam Islam melalui bagi hasil dalam aktivitas ekonomi, harus 
menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsepsi ini bermuara pada 
terciptanya keadilan yang pada akhirnya menuju pada terciptanya kesejahteraan 
dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga, menurut Baidhawi (2007:248) 
bahwa implikasi pada tingkat praktis mengharuskan Islam tampil sebagai agama 
publik yang peduli terhadap problem-problem kemiskinan, pengangguran, dan 
penindasan sosial-ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Baidhawi 
menambahkan bahwa upaya menjaga ―rasa keadilan‖ dan menerapkan prinsip-
prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan melahirkan sejumlah 
implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) penumbuhan nilai-nilai 
keadilan sebagai motif bertindak dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan 
kebaikan kewajiban-kewajiban agama dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakan 
suatu sistem manajemen sosial-ekonomi yang berkeadilan, manusiawi, dan 
ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah dalam menjalankan 













3.1 Rancangan Penelitian 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha 
menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi hubungan yang ada, pendapat 
yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang 
terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang (Khotim, 2007). 
Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata—kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Taylor dan Bogdan 
dalam Listianingsih, 2008) 
Untuk merumuskan konsep bagi hasil usaha perikanan tangkap 
menurut perspektif nilai keadilan islam, peneliti akan melakukan studi  pustaka 
berasaskan Al-Qur‘an dan As-Sunnah (Hadits), yang didukung oleh pengamatan 
lapangan agar diperoleh gambaran yang  jelas dan terperinci mengenai 
pelaksanaan bagi hasil usaha perikanan tangkap. 
 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti akan bertindak sebagai instrumen 
pengamat sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti sebagai pengamat di 










3.3  Lokasi Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan disebuah perusahaan perikanan yang bernama 
UD AISAH, berlokasi di Kompleks TPI Lappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan 
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya perusahaan 
ini sebagai lokasi penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu 
perusahaan di Sulawesi Selatan yang berhasil dalam mengelola usaha perikanan 
tangkap. Hal ini terbukti dengan prestasi perusahaan sebagai juara pertama 
dalam lomba Adi Bakti Mina Bahari Tingkat Provinsi pada tahun 2010. Selain itu, 
visi dan misi perusahaan yaitu ―kemajuan perusahaan adalah pangkal 
kesejahteraan nelayan beserta keluarganya‖, membuat perusahaan ini semakin 
besar dengan jumlah nelayan binaan mencapai 308 orang. Sebelum melakukan 
penelitian pada perusahaan yang dituju, maka peneliti akan mengajukan surat 
izin penelitian. 
 
3.4 Sumber Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 
pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, ada dua sumber 
data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Data Primer  
Data primer merupakan sumber data penelitan yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber penelitian 
primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 
penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu 
maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 
kegiatan, dan hasil pengujian (Sangadji, et al., 2010). Metode yang digunakan 




2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari catatan pihak 
lain). Ada dua tipe data sekunder yaitu data internal dan eksternal (Sangadji, 
et al., 2010). Data internal berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi 
yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam suatu organisasi. Sedangkan, 
data eksternal dapat berupa buku, jurnal, atau berbagai bentuk terbitan secara 
periodik yang diterbitkan oleh organisasi atau instansi tertentu. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan dan mengelola data adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian  (Sangadji, et al., 2010). Dalam 
penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan para informan yaitu orang-
orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan nelayan. 
Para informan itu terdiri dari pemilik perusahaan serta stake holder 
perusahaan, nelayan pemilik perahu, dan nelayan buruh serta keluarganya. 
Teknik wawancara akan dilakukan dengan pewawancara mula-mula 
menanyakan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian satu 
persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan dan data lebih lanjut. 
2. Observasi Langsung 
Penggunaan observasi langsung memungkinkan peneliti 
mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail (Sangadji, et 




penelitian, dan dapat melihat secara langsung aktivitas usaha perikanan tangkap 
yang dilakukan oleh para nelayan, disamping itu observasi juga dimaksudkan 
untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh yang 
dapat diamati secara langsung mengenai kenyataan yang tidak bisa diungkapkan 
melalui wawancara. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari sumber data 
sekunder berupa dokumen atau arsip mengenai perusahaan, baik arsip 
mengenai data karyawan serta para nelayaan binaan, maupun arsip atau 
dokumen mengenai bagi hasil dan dokumen-dokumen lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. 
4. Penelitian Pustaka  
Metode penelitian pustaka dalam penelitian ini  dilakukan dengan 
mengkaji Al-Qur‘an dan As Sunnah (hadits), serta mempelajari dan menganalisis 
bahan-bahan yang dianggap perlu dari literatur-literatur yang terkait dengan 
masalah yang diteliti untuk mendapatkan bahan yang akan dijadikan landasan 
teori dalam menyusun konsep bagi hasil usaha perikanan tangkap dalam 
perspektif nilai keadilan Islam.  
 
3.6 Metode Analisis Data 
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada umumnya penelitian 
deskriptif merupakan penelitian non hipotesis (khotim , 2007). Dalam penelitian 
ini peneliti menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu dengan 
menggambarkan keadaan atau status fenomena yang terjadi. Penulis akan 




masalah dengan menganalisa, memaparkan, dan menjelaskan data yang 
terkumpul  untuk menggambarkan mengenai praktik pelaksanaan bagi hasil 
usaha perikanan tangkap, kemudian dianalisis dengan teori dalam konsep bagi 
hasil menurut perspektif nilai keadilan Islam untuk mengetahui sejauh mana 







KONSEP HARTA DALAM USAHA PERIKANAN TANGKAP 




4.1 Konsep Harta dalam Islam 
4.1.1 Pengertian Harta dalam Al-Qur’an dan As Sunnah 
 Harta dalam bahasa arab disebut al-maal, yang berasal dari akar kata 
maala, yamiilu, dan maalun yang berarti condong, cenderung dan miring. Kata al-
maal direkam dalam Al-Qur‘an dan terulang sebanyak 86 kali, kata ini disebutkan 
dalam Al-Qur‘an dengan berbagai ragam dan bentuk yang tersebar dalam 
berbagai ayat, serta dihimpun dalam bermacam-macam surah dan kesemuanya 
mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu: harta benda, kekayaan, atau 
hak milik (Arief, 2003).  
 Lafal al-maal dalam Al-Qur‘an walaupun yang dimaksud berbeda-beda 
sesuai dengan tempat dimana kata-kata itu disebutkan, namun secara umum 
makna kata al-maal yang disebutkan dalam Al-Qur‘an melingkupi segala sesuatu 
yang sifatnya disukai dan dicintai oleh tabiat manusia secara umum1, seperti 
perhiasan perak atau emas, hewan ternak, dan hasil pertanian 2. Selain jenis 
harta yang disebutkan dalam Al-Qur‘an tersebut, masih banyak lagi harta benda 
lainnya seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, dan hasil bumi yang digunakan 
manusia dalam kehidupannya serta menjadikan manusia berlomba-lomba untuk 
memiliki bahkan mengumpulkannya, disebabkan tabiat manusia yang cinta dan 
cenderung akan harta. 
                                                     
1
 “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”. (QS. Al-Fajar:20) 
2
„dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu:wanita-wanita, 
anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [unta, lembu, 




Gambaran harta dalam hadits juga menjelaskan karakteristik serupa 
dengan yang dikemukakan dalam Al-Qur‘an yaitu harta tidak lain merupakan 
sesuatu yang dicintai oleh tabiat manusia pada umumnya, sebagaimana salah 
satu hadits Rasulullah yang terdapat dalam Kitab Shahih Muslim berikut ―cinta 
yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang‖ 
(HR. Aththusi). Hadits  tersebut menerangkan bahwa harta merupakan sesuatu 
yang sangat dicintai oleh manusia, bahkan kecintaan manusia yang berlebihan 
terhadap harta bisa saja melebihi kecintaannya terhadap agamanya. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa gambaran harta, baik yang bersumber dari Al-Qur‘an 
maupun hadits merupakan sesuatu yang bernilai dan indah sehingga cenderung 
dicintai oleh tabiat manusia pada umumnya  
 
4.1.2 Defenisi Harta Menurut Para Ulama Fiqih 
 Para ulama fiqih banyak mengutarakan pengertian harta dari segi 
istilah. Menurut Ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang digandrungi 
oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan (Nazir 
dan Muhammad, 2004:368). Dari pengertian tersebut, harta merupakan sesuatu 
yang dibutuhkan oleh manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki sesuai dengan 
ketentuan syari‘at serta dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
pemiliknya. Berkenaan dengan sifat harta yaitu dapat disimpan, maka sesuatu 
yang dikategorikan harta haruslah bersifat konkrit dari segi wujudnya. 
Selanjutnya, dikatakan bahwa konsep utama harta adalah sesuatu 
yang dibutuhkan karena memiliki nilai manfaat atau kegunaan bagi pemiliknya. 
Antara konsep harta yang bersifat konkrit dan memiliki manfaat maka penting 
untuk dipahami mengenai sifat konkrit dari sesuatu tersebut. Dengan demikian, 




maka menurut konsep Ulama Hanafiyah sesuatu tersebut tidak bisa 
dikategorikan sebagai harta, seperti energi atau panas matahari. Dengan 
demikian, pengertian harta menurut Ulama Hanafiyah harus memenuhi tiga 
kriteria: pertama, dapat disimpan dan dikuasai menurut aturan syari‘at; kedua 
bersifat konkrit dari segi wujudnya; dan ketiga dapat diambil manfaatnya. Dengan 
demikian, jika sesuatu tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut atau hanya 
memenuhi satu atau dua kriteria saja, maka tidak dapat digolongkan sebagai 
harta. 
Adapun pengertian harta menurut Al-Syatibi, seorang tokoh penting di 
kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa harta itu adalah adanya unsur 
kepemilikan dimana sipemilik memiliki hak untuk menguasai dan menghalangi 
orang lain mengambilnya. As-Syatibi menambahkan bahwa yang termasuk hak 
milik adalah terhadap sesuatu yang dapat dikategorikan harta dan dimaklumi 
menurut al-urf (adad kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dibenarkan oleh 
agama) (Arief, 2003). Dengan demikian menurut konsep Mazhab Maliki harta 
dapat pula berupa sesuatu yang bersifat immaterial sepanjang hal itu sesuai 
dengan adat dan berlaku keberadaannya di masyarakat. 
 Dari pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa harta merupakan 
sesuatu yang menjadi hak pemilik sesuai dengan ketetapan syari‘at. Kemudian 
harta dapat berupa materi atau immaterial sepanjang sesuatu tersebut diterima 
dan berlaku keberadaannya dalam masyarakat. Sehingga, jika berdasar atas 
konsep ulama mahzab Maliki, maka sesuatu yang sifatnya immaterial namun 
berharga dan diakui keberadaanya, dapat dikategorikan sebagai harta seperti 
halnya hak intelektual.  
 Pendapat lain mengenai harta dikemukakan oleh Al-Zarkasyi dari 




pemiliknya, baik berupa materi ataupun pemberi manfaat. Pendapat tersebut 
kemudian diperjelas oleh tokoh lainnya yang juga dari kalangan Mazhab Syafi‘i, 
yaitu Jalaluddin As-Suyuthi, menurut pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta 
adalah sesuatu yang memiliki nilai. Sejalan dengan pendapat tersebut Al-Sanhuri, 
yang juga merupakan ulama Mazhab Syafi‘i menyatakan bahwa harta adalah 
suatu kemashalatan yang mempunyai nilai ekonomi (zatu qimah maliyah) yang 
dilindungi oleh undang-undang (Arief, 2003). Dari ketiga defenisi tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa harta mengandung tiga karakteristik yaitu: pertama, 
sesuatu tersebut dapat diambil manfaatnya; kedua, sesuatu tersebut memiliki 
nilai ekonomi; ketiga, terlindungi haknya oleh hukum (undang-undang). Dari 
uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian harta menurut mahzab syafi‘i 
mempunyai dimensi yang lebih luas dibanding pengertian harta oleh dua mahzab 
sebelumnya, tidak lagi terpaku pada unsur materi dan non materi namun lebih 
pada asas manfaat dan kepastiaan hak (kepemilikan) yang terlindungi oleh 
aturan formal (undang-undang). 
 Sementara itu, menurut kalangan Mazhab Hanbali bahwa konsep 
harta adalah sesuatu yang memiliki nilai (qimah) yang mengharuskan bagi 
seseorang yang merusaknya bertanggungjawab dan menanggungnya 
(Arief,2003). Dari konsep tersebut, maka dapat ditarik dua kriteria yaitu: pertama, 
sesuatu yang memiliki nilai dan kedua seseorang yang merusak harta tersebut, 
termasuk menyalahgunakannya sehingga merugikan pemilik harta, maka dapat 
dimintai pertanggungjawaban, seperti pelaku dapat dikenakan sanksi yang 
setimpal atas tindak kerugian yang dilakukannya. 
Berdasarkan pada defenisi-defenisi yang telah diuraikan di kalangan 
para ulama mazhab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi wujudnya, 




pandangan senada bahwa harta dapat berupa benda berwujud dan tidak 
berwujud, sepanjang sesuatu yang tak berwujud tersebut memiliki nilai. 
Sedangkan menurut Mazhab Hanafi sesuatu dikatakan sebagai harta jika 
sesuatu tersebut konkrit dari segi wujudnya sehingga dapat disimpan dan diambil 
manfaatnya. Jika disimpulkan secara umum, maka harta dari pandangan para 
ulama tersebut, dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang konkrit wujudnya 
ataupun tidak berwujud, memiliki nilai, serta dapat diambil manfaatnya. Dalam 
pandangan penulis, harta dapat diidentikkan dengan kekayaan, tidak terbatas 
pada sesuatu yang memiliki wujud atau materi semata. Akan tetapi, juga pada 
sesuatu yang abstrak namun memberi manfaat atau maslahah khususnya bagi 
pemilik harta, seperti halnya kekayaan intelektual. 
 
4.1.3 Hakikat Harta dalam Islam 
Kaidah pertama yang perlu dipahami untuk membangun ekonomi 
Islam adalah bagaimana penilaian manusia terhadap hakikat harta benda dalam 
kehidupan. Asumsi-asumsi mengenai harta sebelum datangnya Islam baik dari 
segi pemahaman agama ataupun aliran, banyak yang menganggap bahwa 
segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan suatu 
kotoran yang dapat menghambat peningkatan kualitas ruhani (Zefri, 2009). 
Beberapa ajaran-ajaran agama dalam falsafah Brahma di India 
misalnya yang beranggapan bahwa harta merupakan salah satu kenikmatan 
duniawi yang dapat menjauhkan manusia dari pencipta, sehingga mereka 
mengajarkan sistem kerahiban atau yang biasa dikenal dengan sistem 
kependetaan (Qaradhawi, 1997: 78). Seseorang yang ingin memperoleh 
peningkatan kualitas ruhani harus menjauhi hal-hal yang sifatnya kenikmatan 




yang menjadikan perekonomian sebagai tujuan hidup dengan menjadikan harta 
sebagai Tuhan bagi individu maupun masyarakat ataupun faham sosialis yang 
tidak mengakui kepemikan pribadi, sehingga penghapusan hak milik pribadi 
merupakan dasar ajaran ini.  
Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan seperti pandangan 
mereka yang antipati ataupun materialistis dalam memandang harta. Tetapi, 
Islam memandang harta sebagai berikut: 
a. Harta Benda adalah Milik Allah  
Pada hakikatnya semua yang ada dilangit dan di bumi hanyalah milik 
Allah, tak terkecuali harta benda dan apapun yang ada pada diri manusia itu 
sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‘an:  
―dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi, dan 
sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi 
kitab sebelum kamu; bertaqwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir 
maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di 
bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Mahaterpuji‖ 
(QS. An-Nisa [4]:31). 
 
Sebagai seorang muslim yang telah mengikrarkan syahadat La Ilaha 
Illallah maka, sebuah konsekuensi logis bahwa hanya Allah yang memiliki 
seluruh yang ada dilangit dan di bumi, Dialah yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu sebagai pemilik tunggal. Sehingga, harta benda yang ada pada 
manusia adalah titipan dan amanat dari Allah agar manusia dapat 
mengelolanya dengan baik. Dalam hal ini, manusia sebagai wakil Allah di 
muka bumi berhak menggunakan dan mengelola harta titipan tersebut 
sesuai petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‘an dan Hadits. 
Hakikat yang memandang harta sebagai suatu titipan ini mengajarkan 




semaunya atas harta tersebut tanpa memperhatikan koridor-koridor syari‘at 
yang telah diatur oleh Islam.  
 
b. Harta Sebagai Ujian 
Seberapa pun harta yang dititipkan Allah kepada manusia, banyak 
ataupun sedikit sesungguhnya tidak lain untuk menguji manusia apakah dia 
bersyukur atau ingkar atas nikmat berupa harta tersebut. sebagaimana 
disebutkan dalam Al-Qur‘an, ―Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap 
hartamu dan dirimu...‖ (QS. Ali Imran [3]: 186). Selanjutnya, dalam Surah Al-
kahfi (18) ayat 7 ―Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di 
bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di 
antara mereka yang terbaik perbuatannya‖.  
Allah sengaja memberikan ujian kepada manusia untuk lebih 
meningkatkan derajat keimanan mereka. Ujian berupa harta kebanyakan 
melenakan manusia. Mereka beranggapan bahwa harta benda adalah 
nikmat hidup yang harus dinikmati sepuas-puasnya tanpa menghiraukan 
aturan-aturan syariat sehingga harta benda yang melimpah ruah tidak 
dipergunakan sebagaimana mestinya. Kebanyakan dari manusia tidak 
menyadari bahwa semua harta yang dititipkan Allah kelak diakhirat akan 
dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya dan untuk apa 
pemanfaatannya. Seorang muslim harus memahami hakikat harta sebagai 
ujian sehingga ia berusaha menjadikan dirinya pribadi-pribadi yang semakin 







c. Harta adalah Bagian dari Kehidupan Manusia  
Harta benda yang dimiliki seseorang adalah bagian dari kehidupan 
dunia ini, sehingga harta memiliki karakteristik yang serupa dengan 
kehidupan dunia. Adapun karakteristik kehidupan dunia yang digambarkan 
dalam Al-Qur‘an dan As-Sunnah antara lain: pertama, kehidupan dunia 
seperti sebuah pepohonan yang tumbuh subur dan indah bagi orang yang 
memandangnya. Namun, pada suatu saat pohon tersebut akan mati dan 
hilang pulalah segala keindahannya 3 . Begitupun dengan kehidupan dan 
harta yang kita miliki yang suatu saat kelak akan punah dan tidak berguna 
lagi ketika manusia telah meninggal dunia. Kecuali ketika manusia 
memanfaatkannya di jalan kebajikan maka harta tersebut kelak dapat 
menjadi amal jariyah walaupun seseorang telah meninggal dunia. 
Sebagaimana hadits ―jika anak adam meninggal, maka amalnya terputus 
kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa 
anak yang  sholeh‖ (HR. Muslim). Sejalan dengan hal tersebut Allah 
menggambarkan dunia ini pula sebagai sesuatu yang indah dan tumbuh 
subur agar manusia menyadari bahwa dunia adalah sarana untuk 
mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menempuh kehidupan 
akhirat kelak.  
Allah juga menegaskan bahwa dunia tidak lain hanyalah sebuah 
panggung sandiwara, Allah sebagai sutradara yang mengatur skenario 
kehidupan manusia (Khamsa, 2011:73). Sehingga, bagi manusia yang 
memahami bahwa dunia adalah sandiwara maka sepantasnya jika manusia 
tersebut ingin mendapatkan imbalan seperti apa yang dijanjikan Allah seperti 
                                                     
3
 “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang 
Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur (karena 
air itu ), di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak...‖  




surga maka sepantasnyalah manusia memerankan skenario sebagaimana 
yang diatur oleh Allah. Selain hal-hal yang menarik dan indah, Allah juga 
mengibaratkan dunia sebagai sesuatu yang hina. Ketika manusia tidak dapat 
menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai ketinggian martabatnya di 
mata Allah, maka dunia dan segala kehidupannya tidak berarti apa-apa lagi 
baginya, sekalipun dibandingkan dengan bangkai, tidak akan ada harganya 
karena tidak dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupannya di akhirat 
kelak.4 
 
d. Harta Sebagai Sarana Ibadah 
Harta dititipkan Allah kepada manusia sebagai salah satu sarana 
ibadah. Manusia yang sadar akan nikmat berupa harta yang diberikan Allah 
akan mempergunakan harta tersebut sebaik mungkin sebagai sarana untuk 
meningkatkan derajat keimanannya di sisi Allah. Mereka mengeluarkan 
hartanya untuk membantu agama Allah atau dengan kata lain mereka 
senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, sebagaimana disebutkan 
dalam Al-Qur‘an Surah At-Taubah ayat 20: ―Orang-orang yang beriman dan 
berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah 
lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat 
kemenangan‖. 
 Manusia yang diberi nikmat harta sepatutnya mensyukurinya, karena 
Allah telah memberikan sarana tambahan untuk mencapai kemenangan 
                                                     
4 Dari Jabir Radiyallahu „Anhu berkata, ―Ketika Rasulullah Shalallahu „Alaihi 
Wasallamberjalan di pasar dan dikelilingi orang, tiba-tiba menemukan bangkai kambing 
yang kecil telinganya, lalu beliau bertanya, ‗Siapakah yang mau membeli ini dengan 
sedirham? Mereka menjawab, ‗Tiada yang suka itu dan buat apakah itu.‘ Nabi bertanya, 
‗Sukakah kalau ini diberikan kepadamu cuma-Cuma?‘ Mereka menjawab, ‗Demi Allah, 
andaikan masih hidup, iapun cacat, apalagi ia sudah menjadi bangkai‘. Nabi Shalallahu 
„Alaihi Wasallamkemudian berkata, ‗Demi Allah, sesungguhnya, dunia ini lebih hina 




akhirat. Bagaimanapun seseorang yang diberikan harta berlebih oleh Allah 
lebih utama dibandingkan dengan seorang muslim yang miskin, karena 
dengan harta tersebut mereka dapat berbuat banyak untuk kehidupan 
akhiratnya. Sebagaimana dalam Al-Qur‘an Surah At-Taubah Ayat 111: 
―Sesungguhnya, Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta 
mereka dengan surga...‖.Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah 
menawarkan kepada orang-orang mukmin untuk menjual diri dan harta 
mereka dengan tawaran harga yang sangat mahal yaitu surga. Sepatutnya 
orang-orang beriman menyadari bahwa dengan harta yang dimilikinya 
mereka dapat berbisnis dengan Allah (Yardi, 2011). Sehingga, hendaknya 
orang-orang mukmin bergembira dengan karunia harta yang tidak diberikan 
kepada semua manusia dan semakin memotivasinya untuk melakukan jual 
beli dengan Allah tersebut. 
 
4.2 Kepemilikan Harta dalam Islam 
Kepemilikan menurut Abdul Salam al Abadi (dalam Hakim, 2012: 42) 
adalah ―hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi 
seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga 
terdapat alasan yang melarangnya‖. Oleh karena itu, kepemilikan atas harta tidak 
bersifat mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakannya sesuai keinginan 
sendiri, melainkan ada beberapa aturan syariat yang mesti diperhatikannya 
dalam penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut.  Adapun tinjauan 
kepemilikan dalam Islam secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan 






4.2.1  Kepemilikan Umum 
Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh 
As-Syari‘ (Allah), dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama 
(Sholahuddin, 2007:98). Adapun Hakim (2012: 43) menyatakan bahwa 
kepemilikan umum adalah hukum syar‘i yang terkandung pada suatu barang atau 
kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum 
atau salah seorang di antara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan 
dengan jalan penguasaan.  
Yuliadi Al-Khailani menyatakan bahwa ―kepemilikan umum dapat 
disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan 
umum atau kepemilikan negara sebagai nilai kegunaan yang berkaitan dengan 
semua kewajiban negara pada rakyatnya, termasuk bagi kelompok 
nonmuslim”(Hakim, 2012:43).  Adapun cakupan dalam jenis kepemilikan ini 
adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan di dalam bumi suatu negara. 
Pengakuan kepemilikan negara sebagai pengakuan umum tidak terlepas dari 
nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa adanya 
deskriminatif untuk menciptakan adanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 
Sejalan dengan hal tersebut, Zallum  menyatakan bahwa jenis-jenis harta milik 
umum dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Barang tambang 
(sumber alam yang jumlahnya tak terbatas); (2) sarana-sarana umum yang 
diperlukan oleh seluruh umat dalam kehidupan sehari; dan (3) harta-harta yang 
keadaan asalnya terlarang bagi pribadi tertentu untuk memilikinya (Sholahuddin, 
2007: 98). 
Tujuan kepemilikan umum menurut At Tariqi  antara lain: (a) pelayanan 
yang mempunyai fungsi sosial; (b) jaminan pendapatan negara; (c) 




masyarakat yang membutuhkan; (d) urgensi kerja sama antarnegara dalam 
usaha menciptakan kemakmuran bersama, (e) investasi harta untuk mencapai 
kemakmuran bersama― (Hakim 2012:43). Guna mencapai tujuan kepemilikan 
umum tersebut, maka perlu adanya pengelolaan yang baik terhadap harta. 
Adapun pengelolaan harta milik umum diserahkan kepada amirul mukminin 
(pemimpin) (Hakim, 2012:53). Amirul mukminin diberi wewenang secara syariat 
untuk mengatur urusan umat Islam dalam meraih kemaslahatan mereka serta 
memenuhi kebutuhan sesuai ijtihadnya. Demikian pula, amirul mukminin harus 
dapat mengelola harta-harta milik umum dengan baik agar pendapatan baitul mal 
dapat meningkat dan digunakan untuk kemashalatan masyarakat.  
 
4.2.2 Kepemilikan Khusus 
Kepemilikan khusus dapat didefinisikan sebagai hukum syar‘i yang 
diberlakukan untuk memberikan hal khusus bagi manusia atau seseorang dalam 
kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa 
adanya sesuatu yang melarang (Hakim, 2012: 55). Kepemilkan khusus 
dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, serta hak 
pemanfaatan atas sesuatu sesuai dengan aturan pokok syariat.  
Berdasarkan definisi kepemilikan khusus dan analisis syara‘, jenis 
kepemilikan khusus dikategorikan dalam tiga macam (Hakim 2012: 56): 
a. Kepemilikan pribadi 
Kepemilikan pribadi merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya 







b. Kepemilikan perserikatan (organisasi) 
Kepemilikan organisasi merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat 
dipergunakan oleh beberapa oarang yang dibentuk dengan cara tertentu, 
seperti kerja sama yang melibatkan orang tanpa melibatkan sekelompok 
orang lain. 
c. Kepemilikan kelompok 
 Kepemilikan kelompok merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki oleh 
perorangan atau kelompok kecil, namun pembagiannya harus didasarkan 
pada persebaran terhadap banyaknya pihak, dimana manfaatnya 
diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dan dalam 
keadaan kritis, seperti properti dan kekayaan penduduk desa terhadap tanah 
bersama, jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dilihat dari ruang 
lingkupnya, jenis kepemilkan kelompok  melibatkan lebih banyak orang 
dibandingkan kepemilikan perserikatan, namun tidak sebesar kepemilikan 
umum.  
Kepemilikan khusus dalam Islam tidaklah absolut, namun terikat pada 
hukum-hukum syariat. Adapun beberapa batasan syariat atas kepemilikan 
khusus antara lain (Hakim, 2012: 59): 
a. untuk memperoleh hak kepemilikan yang sah hendaknya dilakukan dengan 
cara yang halal. 
b. tidak terdapat hal yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan 
seseorang atau kelompok pada proses kepemilikan, pengalokasian dan 
pemanfaatan barang.  
c. menjaga  kepentingan umum tanpa menciptakan kegoncangan di dalamnya. 
Dalam pengalokasian harta, kepemilikan khusus dipersyaratkan adanya 




yang dipergunakan untuk jaminan tercapainya kepentingan pribadi sehingga 
kepentingan umum terganggu. 
d. adanya alokasi kepemilikan yang tepat. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 
―dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya (harta mereka yang ada kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai 
pokok kehidupan (QS. An-Nisa [4]: 5)‖. Ayat Al-Qur‘an tersebut menghendaki 
agar harta didistribusikan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin hidup 
setiap individu dengan terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan.  
Selain mengatur batasan atas harta pribadi, Islam mengatur pula beberapa 
kewajiban yang dibebankan kepada orang yang memiliki harta antara lain (Hakim, 
2012:61): (a) memberikan kepada mereka yang berhak seperti istri, anak-anak 
yang belum bekerja; (b) zakat, yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang 
kaya untuk dialokasikan kepada pihak-pihak yang telah diatur dalam syariat 
Islam; dan (c) beberapa hak yang harus ditunaikan selain zakat. Di dalam harta 
terdapat pula kewajiban lain selain zakat manakala zakat tidak mencukupi   untuk 
memenuhi kebutuhan orang-orang miskin Sebagaimana dijelaskan dalam 
sebuah hadits Nabi Shalallahu „alaihi wa salam, beliau bersabda: ―Sesungguhnya 
pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat (HR. Tirmidzi)‖. 
Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi keadaan yang membutuhkan dana 
untuk kepentingan umat Islam tetapi dana zakat tidak mencukupi, maka wajib 
hukumnya mengeluarkan harta selain zakat. (http://beta.wap.muslimlife.com)  
 
4.3  Pengembangan Harta dalam Proses Produksi Menurut Konsep Islam 
Pengembangan harta tidak terlepas dari mekanisme yang 
dipergunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta 




hanya sebagai titipan Allah yang dapat menjadi sarana penunjang untuk 
mencapai tujuan hidup, baik di dunia maupun akhirat.  Sehingga, dalam konsep 
ekonomi Islam proses mendapatkan dan mengembangkan harta  haruslah 
sesuai dengan aturan syariat Islam. Sejalan dengan hal tersebut, menurut 
Rahmawati (dalam http://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/modal-
produksi.pdf). Islam memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Cara mendapatkan harta dan mengembangkannya tidak dilakukan dengan 
cara yang dilarang syariat Islam. Adapun cara-cara yang bakhil dan dilarang 
Islam Antara lain: pertama, dengan jalan merusak tatanan masyarakat; kedua, 
pengembangan harta dengan jalan riba (apapun bentuk dan jumlahnya); 
ketiga, pengembangan dengan jalan penipuan; keempat, pengembangan 
harta dengan jalan penimbunan, maksudnya seseorang mengumpulkan 
barang-barang dengan tujuan menunggu waktu naiknya harga barang-barang 
tersebut, sehingga ia bisa menjualnya dengan harga tinggi menurut 
kehendaknya. 
2. Menentukan mekanisme pengembangan dan pengelolaannya, di mana dalam 
mekanisme ini harus jelas cara atau bentuk serta tujuan yang akan dicapai. 
Prinsipnya adalah peningkatan dan pembagian hasil untuk menciptakan 
sirkulasi yang benar dan tepat bagi setiap golongan masyarakat dengan latar 
belakang perekonomian yang berbeda. 
3. Hak milik pribadi kadang kala dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi 
milik umum. Di antara hal penting yang diungkapkan ajaran Islam adalah 
penetapan antara kepemilikan bersama menyangkut benda-benda yang 
bersifat dharuri (yang sangat dibutuhkan bagi semua manusia), sehingga 




4. Mensuplai atau memberikan orang yang memiliki keterbatasan faktor-faktor 
produksi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, seperti memberikan 
pinjaman modal untuk digunakan sebagai modal usaha sehingga dapat 
dikembangkan lagi menjadi lebih besar, ataupun dengan perjanjian membagi 
hasil yang didapat sesuai perjanjian. 
 
4.3.1 Bentuk Pengembangan Harta 
Bentuk pengembangan harta secara umum dilakukan melalui aktivitas 
transaksi (muamalah) dengan tetap memegang aturan-aturan syariah yang 
terkait. Proses pengembangan harta tidak terlepas dari yang namanya proses 
produksi, sehingga harta dalam hal ini dapat dikatakan sebagai modal5 dalam 
produksi. Sehubungan dengan proses pengembangan harta tersebut maka  
maka terlebih dahulu perlu kita ketahui mengenai jenis modal. Menurut 
Zamakhsyari (2006:101), modal terbagi menjadi dua, yaitu modal barang dan 
modal uang. 
 
1. Modal Barang 
 Modal barang adalah modal material yang berfungsi 
menambahkan produksi ketika dipergunakan dalam proses produksi. Modal 
barang dalam produksi dapat dilakukan salah satunya dengan cara sewa-
menyewa. Menurut Mannan (1995:114) hakikat pengertian sewa adalah 
pengertian tentang suatu surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus faktor 
produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan 
pekerjaannya. Dilihat secara historik sistem sewa telah diterapkan pada masa 
                                                     
 5  Istilah modal yang digunakan berbeda dengan istilah modal dalam akuntansi yang  
biasa merupakan setoran pemilik atau simpanan pokok anggota (PSAK No. 21). 
Modal yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan segala sumberdaya yang 




Rasulullah dan para sahabat, bahkan sistem sewa sudah ada sebelum 
datangnya Islam. Adapun sistem sewa yang banyak diterapkan sebelum masuk 
Islam dan pada zaman Rasulullah serta para sahabatnya yaitu sistem sewa 
menyewa tanah. Menurut Rahman (1995:260) bahwa ada dua kemungkinan cara 
yang dilakukan dalam sewa menyewa, yaitu dapat dibayar secara tunai atau 
dengan hasil bumi. Contohnya, petani dapat membayar sejumlah uang yang 
ditetapkan atas penggunaan tanah tersebut atau dia menawarkan bagian 
tertentu dari hasil produksi tanah tersebut kepada pemilik tanah.  
 Ada tiga prinsip yang mendasari penetapan sewa atas tanah 
(Rahman,1995:177-178). Prinsip Pertama, keadilan yaitu sewa yang dibebankan 
kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar 
sehingga mereka bisa merasa bahagia dan puas, dengan demikian mereka 
harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah 
tersebut.  
Prinsip yang kedua, kemurahan hati yaitu sewa yang hanya akan 
dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi di atas kebutuhan mereka. 
Prinsip ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam hal penetapan sewa saja, 
namun berlaku dalam semua lingkup kehidupan khususnya yang berkaitan 
dengan muamalah. Sebagaimana petikan ayat Al-Qur‘an berikut: ―Sesungguhnya 
Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan... (QS. An-Nahl 
[16]:90).  
Adapun prinsip ketiga yaitu tidak merugikan pihak yang terlibat dalam 
penetapan sewa sebagaimana dengan ayat berikut: ―...kamu tidak menganiaya 
dan tidak pula dianiaya (Al-Baqarah [2]:279).  Ayat tersebut secara tidak 
langsung menerangkan bahwa sewa harus dijalankan dengan cara tidak 




(1995:179) bahwa prinsip ini harus dijalankan secara adil dan baik terhadap 
kedua belah pihak, sehingga kepentingan keduanya aman dan terlindungi.  
Selain mengajarkan hal-hal terkait penetapan sewa Islam juga 
mengajarkan terkait tata cara pemungutannya, baik sewa yang ditetapkan 
dengan bagi hasil maupun sewa secara tunai. Sewa yang dipungut secara bagi 
hasil maka harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan sistem Islam. 
Salah satunya pemungutan sewa haruslah terbebas dari tindakan yang tidak adil 
sehingga menindas para petani. Sehingga, pemungutan sewa secara bagi hasil, 
tidak boleh melebihi dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut6 . 
Adapun pemungutan sewa secara tunai haruslah dilakukan dengan 
sangat hati-hati utamanya pada saat menetapkan sewa atas tanah tersebut. 
terkait dengan hal tersebut, guna menjaga kepentingan kedua belah pihak yang 
melakukan sewa,  maka ada tiga hal yang menjadi pertimbagan di negara-
negara Islam antara lain: (1) Produktivitas tanah (jenis tanah dan tanaman); (2) 
penggarap dan kesejahteraannya; (3) biaya pengolahan. Namun dari ketiga 
unsur di atas, kesejahteraan petani penggarap menjadi prioritas utama dalam 
pelaksanaan sewa atas tanah7.     
Berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan atas sistem sewa yang 
dilakukan setelah datangnya Islam mengajarkan kita bahwa sistem sewa yang 
ada bukan sekedar berorientasi pada keuntungan utamanya bagi pemilik tanah. 
                                                     
6Ketika masa pemerintahan Khalifah Umar,dalam suatu peristiwa dijelaskan bahwa suatu 
ketika Khalifah Umar mengutus dua orang pejabat pemerintahannya untuk menetapkan 
dan memungut sewa atas tanah, kemudian Khalifah Umar berpesan kepada keduanya: 
―Kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan atau 
memungut sewa, jangan mengambil lebih dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah 
tersebut‖ (Imam Abu Yusuf dalam Rahman 1995:180)   
7 Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar di Iraq, beliau memberikan banyak 
kemudahan bagi para petani penggarap baik dalam hal penetapan maupun 
pemungutan sewa. Sayyidina Umar senantiasa mencari informasi untuk mengetahui 
bahwa tidak ada satupun kaum muslimin (non muslim) yang menjadi sasaran 
penindasan. Kemudian Sayyidina Umar senantiasa berpesan bahwa ―ambillah kharaj 
(sewa) dengan cara yang menyenagkan pemilik tanah dan petani penggarap, merasa 




akan tetapi, nilai terbesar yang diajarkan dari diberlakukannya kebijakan ini 
adalah semangat kerjasama dan rasa persaudaraan yang kuat sehingga yang 
senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemurahan hati, dan tidak 
saling merugikan. Hal tersebut akhirnya berdampak pada terhidarnya dari tindak 
pengeksploitasian dan kezaliman, serta melahirkan suatu bentuk kesejahteraan 
sosial.   
 
2. Modal Uang 
Modal uang adalah sejumlah uang yang dipergunakan dalam 
pembiayaan proses produksi. Modal uang tidak dinilai sebagai salah satu unsur 
produksi jika tidak dipergunakan dalam proses produksi untuk memperoleh 
modal barang (Rahman, 2006:101). Sehingga, modal uang tidak lain merupakan 
modal yang berpotensi untuk dialihkan menjadi modal dalam bentuk harta benda 
lainnya untuk dipergunakan dalam produksi.  
Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal ini menurut Rahman 
(2006: 103) dapat dilakukan salah satunya dengan sistem musyarakah. 
Musyarakah, yaitu bila pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang 
akan mengelolanya dalam kegiatan produksi, dan mendapatkan persentase dari 
hasil produksi tersebut. persentase yang dari hasil yang produksi dalam hal laba 
bukan bukan bunga. 
 Adapun perbedaan antara laba dan bunga menurut Mannan 
(1995:133) yaitu dalam hal bunga pihak pemilik modal (shohibul maal) tidak 
peduli dengan penggunaan pinjaman setelah pinjaman dikeluarkan dan 
bunganya terjamin. Sedangkan dalam hal laba pemilik modal (shohibul maal) 
tetap terlibat dan berkepentingan dengan penggunaan dan pengelolaan modal 




produksi, karena usaha produksi sama sekali tidak dilakukan oleh pemilik modal 
(shohibul maal), namun imbalan atas pinjaman modal berupa bunga adalah tetap 
dan pasti untuk modal (shohibul maal), tanpa memperhatikan hasil produksi. 
sedangkan laba (keuntungan) merupakan hasil dari produksi, dimana pemilik 
modal (shohibul maal) terlibat dalam penggunaan modalnya secara ekonomik. 
Sehingga laba yang diperoleh pemilik modal (shohibul maal) bergantung dari 
hasil produksi yang diusahakan, sehingga sifatnya tidak pasti dan tak diketahui.  
 
 
4.3.2 Persewaan (Ijarah)Versus Bagi Hasil (Mudharabah) Harta 
1.  Persewan (Ijarah) 
Menurut bahasa,  ijarah diambil dari kata ajr yang berarti iwadh yang 
dimaknakan dalam bahasa Indonesia ‗pengganti atau upah‘ (Shalih, 2013:631). 
Karena itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena 
melakukan suatu aktivitas. Dalam artian luas, ijarah bermakna suatu akad yang 
berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam 
jumlah tertentu (Karim, 2002:29). Kemudian Karim menambahkan bahwa yang 
dijual bukan bendanya namun manfaat dari benda tersebut. Sehingga, hak 
kepemilikan barang tetap berada pada pemilik barang (pihak yang menyewakan/ 
muajjir), namun dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati pada 
akad, pihak penyewa (musta‟jir) dapat mengambil manfaat dari barang tersebut 
dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pemilik barang.  
Selain mempersewakan barang, menurut Karim (2002: 30), adanya 
seseorang seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa akan membayar 




dan hadits mengenai bolehnya mengambil manfaat berupa tenaga, keahlian atau 
suatu jasa dengan memberikan upah atau imbalan kepada orang tersebut. 8 
Dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang dapat dipersewakan manfaatnya dapat 
berupa barang serta jasa manusia ataupun hewan. Hal ini pula yang disimpulkan 
oleh Karim (2002:34) bahwa ijarah dapat mengarah kepada sewa-menyewa dan 
adapula yang mengarah pada upah-mengupah.  
Islam menghendaki agar dalam segala pelaksanaan muamalah 
senantiasa berlandaskan atas ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin 
pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak, begitupula halnya 
dengan pelaksanaan ijarah. Untuk itu, menurut Karim (2002:35) ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam ijarah:  
a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan 
sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan 
akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar 
keterpaksaan. 
b. Di dalam akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari muajjir 
ataupun musta‟jir. 
c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, 
bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini maka 
objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut 
segala manfaatnya. 
d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah mestilah berupa 
sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. 
                                                     
8“Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa atasmu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas... (QS. Al-Baqarah:233). 
 
   ―Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya 





e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang 
bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan 
kebiasaan yang berlaku. 
Adapun keharusan bagi pihak yang menyewakan (muajjir)maupun 
pihak penyewa  (musta‟jir), menurut Shalih (2013:634) antara lain: (1) orang yang 
menyewakan harus memberikan pelayanan apa saja agar penyewa bisa 
mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-baiknya; (2) penyewa 
harus membersihkannya setelah habis masa sewanya; (3) orang yang 
menyewakan barang harus menyerahkannya kepada penyewa dan memberinya 
kebebasan mengambil manfaat dari barang tersebut. Shalih menegaskan pada 
kewajiban yang ketiga bahwa jika penyewa bebas mengambil manfaat, akan 
tetapi  jika ia meninggalkannya sepanjang waktu atau sebagian waktu masa 
sewa yang disepakati, maka ia tetap harus membayar seluruh uang sewa karena 
sewa adalah akad yang mengikat.  
 
2. Bagi Hasil (Mudharabah) 
Mudharabah berasal dari akar kata dharabah pada kalimat al-dharh fi 
al al-dharh yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut Abdurahman Al jaziri 
(dalam Hakim, 2002: 11) bahwa mudharabah berarti ungkapan terhadap 
pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana 
keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi 
akan ditanggung oleh pemilik modal. kemudian, menurut Shalih (2013:614) 
secara terminologis menjelaskan bahwa mudharabah adalah menyerahkan harta 
kepada orang yang memutarnya dalam perdangangan dengan mendapatkan 




Menurut Hasbi Ash Shiddieqy (dalam Karim, 2002: 11), mudharabah 
adalah ―semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan 
ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan 
dari pihak yang lain; dan keuntungan dibagi antara mereka. Sejalan dengan hal 
tersebut, para ulama berpendapat bahwa modal yang diberikan untuk dijadikan 
modal usaha, diistilahkan dengan ra‟s al-mal, hendaklah berupa uang, tetapi 
tidaklah mesti uang tunai dari emas dan perak karena saat ini setiap negara 
memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda. Kemudian Karim menjelaskan pula 
bahwa jumlah ra‟s mal mesti diketahui secara pasti, bukan jumlah yang 
perkirakan.   
Mudharabah merupakan suatu kerjasama usaha sehingga modal yang 
diberikan hendaknya untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif saja, seperti 
perdagangan. Dimana kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu 
memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Sehingga, jenis usaha yang 
dijalankan oleh pengelola harta hendaknya berdasarkan keahliannya guna 
keberlanjutan usaha.  
Dapat disimpulkan bahwa dalam praktek sewa-menyewa maupun bagi 
hasil umumnya melibatkan dua pihak yang terikat dalam suatu kerja sama yang 
bertujuan untuk saling menguntungkan ataupun saling memberi manfaat (tolong-
menolong). Oleh sebab itu, ikatan kerjasama ini harus tertuang dalam suatu akad 
atau perjanjian kerja sama yang memuat barbagai hal, namun secara umum 
harus tercantum hal-hal sebagai berikut : (1) tujuan dari kerjasama; (2) jenis atau 
wujud barang atau jasa yang disewakan; (3) sistem pembayaran dan nilai sewa 
atau imbalan; (4) jangka waktu sewa-menyewa; (6) hak dan kewajiban para 




Adapun persamaan dan perbedaan antara sewa dan bagi hasil secara 





Bagi Hasil Persewaan 
1. Tujuan Para pihak memiliki tujuan yang sama 
yaitu memperoleh keuntungan dari 
hasil kerjasama usaha.   
Para pihak tidak mutlak 
memiliki tujuan yang 
sama. 
2. Objek Harta Berupa modal uang (pendanaan) Umumnya berupa barang, 
dapat pula berupa jasa 
manusia atau hewan. 
3. Hasil 
Kerjasama 
Kedua pihak memperoleh keuntungan 
yang dinyatakan dengan ukuran 
persentase dari hasil usaha. 
Pihak muajjir umumnya 
akan memperoleh imbalan 
berupa sesuatu yang 
bernilai, sedangkan  
(musta‟jir) memperoleh 
manfaat dari barang yang 
disewanya. 
4 Resiko Resiko ditanggung bersama  Cenderung ditanggung 
sendiri oleh si penyewa 
(musta‟jir) 
Sumber: diolah sendiri 
 
4.4 Bentuk Pengembangan Harta dalam Perikanan Tangkap  
Bentuk pengembangan harta Dalam usaha perikanan tangkap, tidak 
terlepas dari proses produksi yang di dalamnya faktor modal memilki peran yang 
sangat penting, baik itu berupa modal barang (aset) ataupun uang. Sehingga 
kedua modal tersebut harus senantiasa dikelola untuk pengembangan dan 
keberlangsungan usaha. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat usaha perikanan 
tangkap merupakan usaha dengan resiko yang cukup tinggi. Untuk itu dalam 
menjalankan usaha perikanan tangkap, para pengusaha umumnya bermitra atau 
bekerjasama dengan berbagai pihak misalnya lembaga finansial, pemilik kapal, 
serta tenaga kerja (nelayan). Dimana masing-masing pihak memiliki hak dan 
kewajiban yang diatur dalam akad perjanjian kerjasama.  
Adapun bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka pengembangan usaha 




hasil ataupun sewa-menyewa. Namun perlu digaris bawahi bahwa apapun 
bentuk kerjasama yang dijalankan, apakah bagi hasil maupun sewa dibayar tunai 
haruslah dilakukan secara adil, utamanya terhadap faktor resiko, baik resiko 
yang akan dialami oleh pihak pemilik kapal ataupun nelayan penggarap. Oleh 
kerena itu, pengembangan usaha ini harus senantiasa memperhatikan segala 
resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak terkait, jangan sampai 
ada pihak yang terzalimi (dirugikan) dalam perikatan kerjasama.  
Adapun bentuk kerjasama yang umum dilakukan atau dijalankan 
dalam usaha perikanan tangkap sampai saat ini adalah dengan sistem bagi hasil,  
dimana keuntungan dan kerugian dapat ditanggung secara bersama dan bersifat 
adil, baik oleh pemilik modal (kapal) maupun oleh nelayan. Jika ternyata 
keuntungan yang diperoleh, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil 
yang telah disepakati pada akad. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kedua 
pihak pun akan menanggungnya secara bersama. Namun demikian,  
pelaksanaan sistem bagi hasil ini harus disertai dengan penerapan nilai-nilai 
kejujuran dan konsistensi dari masing-masing pihak yang bekerjasama. Nilai-nilai 
kejujuran ini diharapkan dapat diterapkan utamanya bagi para nelayan untuk 
meminimalisir perilaku tidak jujur terhadap pemilik kapal, misalnya dengan 
menjual sebagian ikan hasil tangkapan tanpa sepengetahuan atau tidak 
dilaporkan kepada pemilik kapal.  
Sedangkan sistem sewa yang dibayar tunai untuk usaha perikanan 
tangkap belum umum diterapkan dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal 
(kapal) dengan nelayan. Sistem semacam ini umumnya dilakukan untuk kegiatan 
penangkapan ikan yang terkait wisata dan olahraga untuk kesenangan (leasure 
fishing) dengan menggunakan armada penangkapan ikan. Namun dalam 




nelayan (ABK) akan sulit diterapkan karena para nelayan tidak memiliki modal 
finansial untuk menyewa kapal melainkan mereka hanya memiliki tenaga dan 
keterampilan secukupnya sebagai modal utama. Sehingga, mereka hanya dapat 
memanfaatkan dan mengembangkan modal keterampilan tersebut jika ada 
pemilik kapal yang bersedia melakukan kerjasama melalui sistem bagi hasil 
dengan mereka.  
Selain itu, terdapat pula kelompok pemilik kapal yang ikut terlibat aktif 
dalam operasi penangkapan di laut dan berstatus sebagai nakhoda/ponggawa di 
atas kapal. Dengan demikian, mereka hanya merekrut nelayan ABK untuk 
dijadikan sawi. Hal ini berdampak pada distribusi pembagian hasil dimana pemilik 
kapal akan mendapatkan  bagian yang lebih besar karena posisinya sebagai 
pemilik kapal sekaligus nakhoda. kondisi seperti ini, juga menjadi kendala 
penerapan sistem sewa pada usaha perikanan tangkap.    
Dari beberapa uraian tersebut di atas mengenai implementasi sistem 
sewa maupun bagi hasil dalam usaha perikanan tangkap, mendorong penulis 
untuk melakukan wawancara dengan beberapa ulama serta akademisi di bidang 
ekonomi syariah terkait hal tersebut. Sejalan dengan salah satu uraian yang telah 
dipaparkan di atas, Hamid Habbe, (pakar akuntansi syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Unhas) melalui hasil wawancara dengan penulis menyatakan bahwa 
―...sewa barang untuk usaha produktif utamanya yang hasilnya tidak dapat 
diprediksi, maka sewa yang dikenakan yaitu sewa dengan cara bagi hasil dan 
untuk sewa secara tunai bisa dilakukan untuk kapal yang digunakan dalam hal 
pariwisata...‖.  Pendapat lain dikemukakan oleh Ustad Harman Tajang (anggota 
ulama dunia), yang menyatakan bahwa dalam usaha perikanan tangkap bisa 
menggunakan sistem bagi hasil ataupun sewa. Sejalan dengan hal tersebut 




Syariah Wahdah Islamiyah), juga seorang ulama yang mendalami bidang 
ekonomi syariah, menyatakan bahwa ―... Kalau sewa–menyewa maka bukan 
bagi hasil, tetapi harga nominal. Tapi kalau mau pake sistem bagi hasil, maka 
memakai prosentase dari hasil tangkapan ikan‖. Kedua ulama tersebut sepakat 
bahwa baik sistem sewa ataupun bagi hasil, keduanya dapat diterapkan dalam 
usaha perikanan tangkap. Sedangkan, menurut Hamid Habbe bahwa sebaiknya 
yang digunakan dalam usaha produktif semisal usaha perikanan tangkap yaitu 
sistem bagi hasil.  
Berdasarkan pada beberapa konsep pengembangan harta yang telah 
dipaparkan sebelumnya, maka dalam menjalankan usaha perikanan tangkap, 
kedua model sistem kerjasama, baik sewa maupun bagi hasil keduanya dapat 
diterapkan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepemilikan modal (sumberdaya) 
dari beberapa pihak yang terlibat. Pada kondisi pemilik kapal tidak ikut melaut, 
maka bisa saja mereka menerapkan sistem sewa kepada para nelayan yang 
membutuhkan sarana penangkapan. Di sisi lain, nelayan yang secara ekonomi 
tidak memiliki modal (uang) untuk menyewa, dapat mengusahakan pinjaman 
pada lembaga finansial atau pemilik modal  dengan menggunakan sistem bagi 
hasil. Kemudian jika si penyewa kapal ikut melaut dengan fungsi sebagai 
nakhoda dapat menerapkan sistem sewa dengan memberi upah tetap kepada 
ABK yang dipekerjakan, atau dapat juga dengan sistem bagi hasil.  
Kondisi lainnya, ketika nelayan langsung meminjam uang untuk 
pengadaan kapal pada lembaga finansial atau pemilik modal, maka sistem yang 
diterapkannya dengan pemilik modal adalah bagi hasil. Nelayan yang 
memutuskan untuk menerapkan sistem ini, tentunya akan memilih untuk terlibat 




lebih besar jika harus mempercayakan orang lain sebagai nakhoda pada 
usahanya. 
Dari kerjasama antara pihak pengelola (nakhoda dan ABK), penerapan 
sistem sewa dengan pengupahan mempunyai faktor resiko yang berbeda 
dengan sistem bagi hasil terhadap ABK. Dimana resiko yang dihadapi oleh 
penyewa  akan menjadi lebih besar jika menggunakan sistem pengupahan 
karena jika operasi penangkapan ikan tidak berhasil maka hak upah pada ABK 
tetap akan dibayarkan. Namun jika yang diterapkan sistem bagi hasil maka 
resiko akan ditanggung bersama. 
Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 
pengembangan harta dalam usaha perikanan tangkap, baik sewa ataupun bagi 
hasil, keduanya dapat diterapkan. Hal tersebut tergantung pada ketersediaan 
sumberdaya yang dimiliki oleh pengusaha atau nelayan yang akan bekerjasama 
dengan pihak pemilik modal.  
Berkaitan dengan konsep tersebut di atas, pengembangan harta usaha 
perikanan tangkap pada UD AISAH, sebagai objek penelitian menerapkan 
kerjasama dengan sistem bagi hasil (mudharabah) dan sistem sewa jual beli 
(ijarah al-muntahia bit-tamlik) secara bagi hasil. Hal ini disebabkan UD AISAH 
memiliki peran ganda selaku pemilik kapal sekaligus modal finansial (uang).  
Sistem bagi hasil (mudharabah) diterapkan kepada kelompok nelayan penggarap 
(nakhoda dan ABK) yang dinilai tidak mempunyai kapabilitas untuk memiliki 
kapal. Selain itu, sistem bagi hasil (mudharabah) ini, diterapkan pula kepada 
nelayan yang memiliki kapal penangkapan sendiri, namun terkendala dari segi 
pendanaan biaya operasional penangkapan. Sedangkan sistem sewa jual beli 
(ijarah al-muntahia bit-tamlik) secara bagi hasil, diterapkan oleh UD AISAH 




berkeinginan dan memunginkan untuk memiliki kapal sendiri. Sistem sewa 
dengan bagi hasil ini sangat menguntungkan bagi kelompok nelayan karena 
sebagian hasil tangkapan berfungsi sebagai angsuran hingga mencukupi nilai 
pengadaan kapal tersebut. 
Dari sudut pandang pengembangan harta, sistem sewa jual beli (ijarah 
al-muntahia bit-tamlik) secara bagi hasil yang diterapkan oleh UD AISAH 
merupakan suatu terobosan yang yang cukup efektif untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi oleh para nelayan secara umum dalam berusaha, 
utamanya keterbatasan permodalan. Dengan demikian, terbuka peluang bagi 
kelompok nelayan binaan UD AISAH untuk meningkatkan pendapatan taraf 










5.1 Gambaran Umum UD AISAH 
 
5.1.1 Sejarah Perkembangan 
 UD AISAH didirikan oleh H. Muh. Sadar yang lahir dan dibesarkan di 
Pulau Burung Loe Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten 
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau mulai menimba pengalaman berusaha 
saat terlibat sebagai pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) dari tahun 1989-
1993.   
 Pada tahun 1997, H. Muh. Sadar mendirikan usaha sendiri yang diberi 
nama UD AISAH. Beliau memulai usahanya dengan modal awal sebesar Rp 
17.000.000 dengan sumber dana berasal dari modal sendiri dan hasil pinjaman 
keluarga. Pada awal berdirinya, UD AISAH melakukan bisnis sebatas membeli 
ikan segar di TPI Lappa dan dipasarkan ke luar daerah seperti Makassar dan 
Maros. Dalam proses kegiatan membeli dan memasarkan ikan tersebut, UD 
AISAH sekaligus mempelajari mekanisme pasar dan permasalahan-permasalah 
yang dihadapi dalam bisnis pemasaran ikan. 
 Dalam perjalanan usahanya, UD AISAH mulai menghadapi beberapa  
kendala. Salah satu diantaranya adalah masalah operasional perusahaan, saat 
terjadi ketimpangan antara permintaan pasar dengan ketersediaan ikan yang 
tidak berimbang, sehingga sering terjadi kekurangan persediaan untuk 
dipasarkan. Berangkat dari masalah tersebut, UD AISAH menemukan sebuah 
ide agar ketersediaan ikan lebih terjamin, maka UD AISAH mengembangkan 




armada penangkapan secara mandiri, dengan sasaran ikan tangkapan yaitu jenis 
cakalang dan tuna. 
  Dalam mengawali usahanya, UD AISAH membeli tiga unit kapal 
penangkap ikan dengan alat tangkap pancing tonda, dan mempekerjakan 24 
orang tenaga kerja yang terdiri dari: 21 orang ABK dan 3 orang tenaga 
administrasi. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pembuatan tiga 
unit armada tersebut berasal dari modal sendiri, pinjaman keluarga, mitra, dan 
bank setempat dengan nilai modal total sebesar Rp 210.000.000.  
 Dalam proses perjalanan pengoperasian tiga unit armada kapal 
penangkapan, pihak manajemen merasakan suatu keberhasilan dengan 
meningkatnya penghasilan perusahaan. Sehingga pada perkembangan 
selanjutnya, UD AISAH terus menambah armadanya setiap tahun dengan 
membangun antara satu hingga tiga unit armada penangkapan dengan ukuran 
bervariasi antara 6 sampai 10 GT (lihat Gambar 5.1). Hingga saat ini UD AISAH 
telah mengoperasikan 27 unit kapal penangkapan dengan 13 unit berstatus milik 
perusahaan dan selebihnya telah berstatus milik nelayan (nakhoda kapal) dan 
telah mempekerjakan sebanyak 308 orang nelayan ABK. 
 




Agar hasil tangkapan terjamin kuantitasnya, maka UD AISAH 
melakukan usaha pemasangan rumpon  yang dilakukan setiap akan memasuki 
musim penangkapan ikan atau pada awal bulan Maret, dan hingga saat ini UD 
AISAH telah memiliki sekitar 40 unit rumpon. Selain itu, UD AISAH juga menjalin 
kerjasama dengan perusahaan pengekspor ikan tuna, salah satu diantaranya 
adalah PT NCM yang berkantor di Kawasan Industri Makassar (KIMA) Provinsi 
Sulawesi Selatan. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menjaga 
agar hasil tangkapan ikan nelayan memiliki kepastian pasar dan harga. 
 
5.1.2 Kemitraan  
Mitra adalah salah satu faktor penentu tumbuh-kembangnya suatu 
usaha. Begitu pula halnya dengan UD AISAH yang mengelompokkan mitra ke 
dalam dua kelompok besar yaitu, mitra usaha dan mitra pemerintah.  
1. Mitra usaha 
Mitra usaha secara umum terbagi dalam dua kelompok yaitu mitra 
permodalan dan mitra mitra pemasaran. 
a. Mitra Permodalan 
Seiring dengan berkembangnya usaha ini, modal telah menjadi faktor 
penting dalam mengakselerasi perkembangan usaha, sehingga 
dibutuhkan mitra yang dapat memenuhi kebutuhan modal sesuai dengan 
kebutuhan waktu yang tepat dan persyaratan yang tidak memberatkan. 
Adapun mitra usaha permodalan UD AISAH yaitu BRI dan Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Sinjai. 
b. Mitra Pemasaran 
Selain faktor modal, faktor pemasaran juga menjadi penentu majunya 




kerjasama dengan beberapa perusahaan mitra untuk menjamin akses 
pasar ikan hasil tangkapannya. Adapun perusahaan-perusahaan mitra UD 
AISAH tidak hanya perusahaan di dalam provinsi Sulawesi Selatan seperti 
PT NCM KIMA, namun adapula mitra dari luar Sulawesi Selatan seperti 
UD TIMOR yang terletak di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
2. Mitra Pemerintah 
Kemitraan yang dijalin UD AISAH dengan pemerintah khususnya 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai serta Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dimaksudkan agar usaha ini mendapat 
dukungan dari pemerintah utamanya dalam hal dukungan kebijakan dan 
perlindungan hukum, demikian pula dalam dukungan bimbingan dan penyuluhan. 
Sehingga, secara teratur karyawan atau pimpinan UD AISAH diikutsertakan pada 
kegiatan pembinaan teknis operasional penangkapan, kelestariaan sumberdaya 
laut, serta pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dalam 
usaha penangkapan ikan. 
 
5.1.3 Kontribusi dalam Pengembangan Perikanan Tangkap 
UD AISAH sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
penangkapan dan pemasaran ikan tuna dan cakalang berusaha merangkul dan 
membina para nelayan dan pedagang lokal yang ada di sekitarnya. Bahkan UD 
AISAH berusaha menyediakan sarana dan prasarana penangkapan dengan 
kompensasi nelayan menjadi anggota dan mitra UD AISAH. Hal ini dilakukan 
untuk menjaga keberlangsungan produk hasil tangkapan yang akan diolah pada 





Pengadaan sarana dan prasarana berupa kapal penangkapan ikan 
yang diawaki oleh 6 sampai 7 orang tiap armada penangkapan bertujuan untuk 
memperkuat aset perusahaan. Selain itu UD AISAH juga membuka kesempatan 
bagi nelayan binaan untuk memiliki kapal penangkapan sendiri, dengan cara 
mengangsur nilai pengadaan kapal dengan hasil tangkapan sampai mencukupi 
nilai pengadaan kapal tersebut. Kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh 14 
orang nelayan binaan. Hal ini terbukti pada perubahan data kepemilikan pada 
SIUP/SIKP setelah harga pengadaan kapal telah diperhitungkan senilai dengan 
jumlah harga ikan yang telah dipotong oleh UD AISAH. Dengan demikian dari 27 
unit kapal yang berada di bawah manajemen UD AISAH, 14  unit kapal memiliki 
dokumen kepemilikan atas nama masing-masing nakhoda kapal. 
 
 
5.2 Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap pada UD AISAH 
5.2.1 Sinergi Usaha Perikanan Tangkap  
5.2.1.1 Pihak-pihak yang Terkait dalam Usaha Perikanan Tangkap  
Usaha bagi hasil perikanan tangkap yang dijalankan oleh UD AISAH 
melibatkan beberapa pihak terkait di dalamnya. Adapun pihak-pihak tersebut 
antara lain: 
a.  Pemilik Modal 
 Pemilik modal dalam usaha perikanan tangkap merupakan pihak yang 
menyediakan modal usaha kepada pihak pengusaha, baik modal berupa 
pengadaaan sarana penangkapan (kapal) maupun modal berupa pendanaan 
atas biaya operasional usaha. Adapun pihak yang bertanggungjawab atas 






b. Pemilik Kapal 
Pemilik kapal merupakan pihak pengusaha yang memiliki sarana 
penangkapan berupa kapal dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan 
kapal. Adapun pihak-pihak yang termasuk pemilik Kapal antara lain UD 
AISAH itu sendiri ataupun pihak nakhoda yang telah melunasi harga 
pengadaan kapal dengan cara mengangsur nilai pengadaan kapal hingga 
hasil tangkapan mencukupi nilai pengadaan kapal tersebut. Selain kedua 
pihak di atas, adapula pemilik kapal yang tidak termasuk pada kedua pihak 
yang dijelaskan sebelumnya, pihak tersebut adalah pihak yang 
bertanggungjawab atas pelunasan kapal sehingga nama pihak tersebut yang 
tertera pada dokumen kepemilikan kapal. Pihak ini tidak ikut melakukan kerja 
secara teknis (nakhoda), namun ia berhak menentukan orang yang bertindak 
sebagai pekerja teknis pada kapalnya, khususnya orang yang akan 
menakhodai kapal miliknya. Biasanya, orang yang diberikan tanggungjawab 
sebagai nakhoda tidak lain merupakan keluarga terdekat pemilik kapal 
seperti anak atau saudara. 
c. Pihak Pengusaha/Pekerja Teknis 
Pihak pengusaha atau pekerja teknis merupakan orang-orang yang terlibat 
secara langsung dalam proses penangkapan ikan. Adapun yang termasuk  
ke dalam pihak ini yaitu nakhoda dan ABK. Nakhoda bertanggungjawab 
sebagai pemimpin regu dalam melakukan penangkapan sedangkan, anak 
buah kapal (ABK) bertanggungjawab membantu nakhoda dalam melakukan 







5.2.1.2 Hak dan Kewajiban Pihak-pihak yang Terlibat  
Seperti kita ketahui bahwa usaha perikanan tangkap merupakan salah 
satu jenis usaha dengan investasi yang cukup besar dan cenderung memiliki 
resiko yang besar pula. Untuk itu, dalam usaha ini pihak-pihak terkait mempunyai 
hak dan kewajiban masing-masing yang perlu disinergikan dengan baik untuk 
memperoleh hasil usaha yang maksimal. Adapun hak dan kewajiban pihak-pihak 
tersebut antara lain: 
a. Pemilik Modal 
UD AISAH sebagai pihak pemodal, sesuai kesepakatan pada akad berhak 
memperoleh bagian sebesar 13% dari hasil perolehan kotor. Adapun 
tanggungjawab UD AISAH sebagai pemilik modal yaitu memberikan bantuan 
berupa pinjaman modal kepada nelayan binaannya baik berupa modal untuk 
pengadaan sarana penangkapan seperti kapal maupun pinjaman modal untuk 
memenuhi kebutuhan operasi saat melaut. Selain itu, UD AISAH juga 
bertanggungjawab atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan di darat, seperti 
gaji tenaga administrasi, biaya retribusi, serta pembayaran kredit investasi 
bank.  
b. Pemilik Kapal 
Pemilik kapal baik pihak UD AISAH ataupun pihak nakhoda, berhak 
memperoleh bagian 50% dari hasil pendapatan bersih. Pihak pemilik kapal 
bertanggungjawab jika terjadi kerusakan pada kapal dan membutuhkan biaya 
untuk perbaikannya. Kemudian pihak pemilik kapal juga bertanggungjawab 
jika terjadi kerugian bukan akibat kelalaian nelayan (nakhoda dan ABK), 
seperti ketika kapal mengalami kecelakaan atau tenggelam saat melaut. 
Sehingga, pemilik kapal akan mengganti kapal yang baru tanpa membebani 




membeli armada penangkapan yang baru ketika kapal yang lama, sudah tidak 
layak beroperasi.  
c. Nakhoda 
Nakhoda mempunyai hak 2 bagian atas 50% penghasilan bersih karena 
tanggungjawab nakhoda yang besar sebagai pemimpin kru selama melaut. 
Tanggungjawab yang besar yang diemban oleh nakhoda pun membuat 
nakhoda harus lebih siaga dalam mengontrol ABK saat melaut. Sehingga 
kemungkinan istirahat nakhoda di atas kapal lebih sedikit dibandingkan para 
ABK. Sebagaimana dipaparkan oleh seorang ABK pada bernama Udin beliau 
menyatakan bahwa, ―...saya pernah ditawari jadi nakhoda, tapi kalau jadi 
nakhoda d‘, kita sedikit tidurnya karena harus perhatikan kapal, begitu juga 
dengan anggota harus diperhatikan‖. Selain itu, nakhoda juga 
bertanggungjawab atas keadaan ABK-nya di darat, misalnya ketika ABK 
mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, 
maka nakhoda yang bertanggungjawab memberi batuan secara materil atau 
jika nakhoda ternyata tidak mampu membantu ABK nya dalam hal materi, 
maka ia berkewajiban melaporkan hal tersebut kepada pimpinan UD AISAH. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan Rizal yang berprofesi sebagai 
seorang nakhoda, beliau menyatakan bahwa, ―...nakhoda juga harus 
tanggungjawab kepada ABK-nya bukan hanya saat melaut, tapi juga saat di 
darat seperti memberi pinjaman ke ABK kalau ABK tidak punya uang, tapi 
kadang juga kita nakhoda lagi tidak punya uang, jadi kami lapor ke bos‖. 
d. Anak Buah Kapal (ABK) 
Anak buah kapal (ABK) merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab yang 
sederhana jika dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Mereka hanya 




majikannya khususnya ketika melaut. Sehingga, diharapkan dengan usaha 
tersebut dapat diperoleh pula hasil tangkapan yang maksimal. Pada UD 
AISAH, ABK berhak mendapatkan 1 bagian dari 50% penghasilan bersih, 
selain karena tanggungjawabnya yang sederhana dibandingkan dengan pihak 
lainnya, juga karena nelayan binaan yang berprofesi sebagai ABK tidak 
dikenakan biaya atau tanggungjawab apapun ketika terjadi sesuatu yang 
membutuhkan biaya, misalnya biaya perbaikan kapal. 
Dari penjelasan mengenai pihak-pihak terkait beserta kewajiban dan 

















Gambar 5.2. Bagan sinergi keterkaitan antara hak dan  kewajiban pihak-pihak yang terlibat 
dalam UD AISAH (sumber: diolah dari hasil data primer) 
Hasil Penjualan 
(100%) 
Pemilik modal (UD 
AISAH) 
     Menerima pengembalian 
biaya operasional 
penangkapan (BBM, es, 
dan perbekalan). 
Jika laba, maka bagian 
UD AISAH 13 % 
(termasuk didalamnya 
biaya untuk retribusi, gaji 
ponggawa darat, dan 
kredit perbankan) 
Sisa Laba (87%) 
50% untuk pemilik kapal, 
dengan beban tanggungan 
antara lain: biaya perbaikan dan 
perawatan fasilitas 
penangkapan). Sebagai cicilan 
harga kapal bagi nakhoda yang 
mengusahakan kapal sendiri. 
50% untuk nakhoda dan ABK, 
dengan proporsi: 2 bagian untuk 






Dari uraian serta bagan sinergi (Gambar 5.2) di atas, dapat 
disimpulkan bahwa UD AISAH memiliki sinergi kerjasama yang cukup baik 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Adanya kesesuaian antara 
tanggungjawab dan hak yang berusaha dijalankan dengan baik, akan 
berimplikasi pada terciptanya nilai keadilan dalam kerjasama. Namun, jika 
dipandang lebih jauh, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi dalam hal 
kesesuaian antara tanggungjawab dan hak yang akan diterima oleh masing-
masing pihak dalam kerjasama bagi hasil pada UD AISAH. utamanya terkait 
nisbah bagi hasil yang merupakan salah satu hak yang akan diterima oleh 
masing-masing pihak.  
Seperti terlihat pada bagan tersebut di atas, nampak bahwa 
persentase nisbah terbesar menjadi hak pemilik kapal yaitu 50% dari nilai total 
penghasilan bersih. Besarnya persentase bagian untuk pemilik kapal disebabkan 
karena pemilik kapal mempunyai tanggungjawab atas segala sesuatu terkait 
sarana penangkapan, misalnya biaya perawatan atau perbaikan kapal dan alat 
tangkap. Namun, pada kenyataannya biaya-biaya perawatan ataupun perbaikan 
tersebut, bukanlah merupakan biaya yang rutin dikeluarkan setiap kali melaut, 
namun sifatnya hanya insidentil. Dengan demikian, ada baiknya jika persen untuk 
biaya-biaya perbaikan ataupun perawatan sarana penangkapan dipisahkan 
tersendiri dari bagian pemilik kapal sehingga, akan lebih jelas peruntukannya.  
Adapun jika ternyata biaya perawatan sarana penangkapan tersebut 
tidak termanfaatkan, sehingga tersimpan dalam jumlah yang cukup besar, maka 
dapat dialihkan penggunaanya untuk membantu para nelayan (khususnya ABK 
dan keluarganya) dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya pada 
saat tertimpa musibah. Selain itu, jika nisbah 50% yang merupakan bagian 




akan menjadi milik nakhoda, maka hal tersebut dinilai kurang adil karena nisbah 
hasil 50% tersebut merupakan jerih payah dan hasil bersama antara nakhoda 
dan ABK.  
 
 
5.2.1.3 Hubungan antara Pemilik Modal, Pemilik Kapal, dan Pekerja Teknis  
dalam Kegiatan Produksi   
 
Berikut ini hubungan yang terbentuk akibat peranan yang dimainkan 
oleh masing-masing pihak dalam satu sistem kegiatan produksi nelayan binaan 
UD AISAH: 
1 Hubungan antara Pemilik Kapal dan Pekerja Teknis 
Dinamika hubungan kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan 
nelayan pekerja teknis (nakhoda dan ABK) dapat dilihat pada bentuk kedudukan 
dan peranan masing-masing pihak. Pemilik kapal berkewajiban untuk 
menyediakan sarana dan fasilitas penangkapan, seperti kapal, mesin, dan alat 
tangkap. selain itu, pemilik kapal juga berkewajiban menanggulangi segala 
bentuk biaya yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana 
penangkapan. Sementara untuk pekerja teknis (nakhoda dan ABK) berkewajiban 
untuk menjalankan kegiatan produksi dengan baik dan merawat fasilitas produksi 
yang digunakan. Sehingga, jika dilihat aspek keterkaitan antara pihak pemilik 
kapal dan pekerja teknis, yaitu adanya hubungan saling menguntungkan melalui 
pengadaan dan pemberdayaan fasilitas produksi penangkapan. Pada akhirnya 
kedua pihak akan memperoleh hak masing-masing atas kontribusinya dalam 







2. Hubungan antara Pemilik Kapal dan Pemilik Modal 
Peran pemilik kapal yang besar berimplikasi pada besarnya pula 
kewajiban untuk memperoleh modal dalam pengadaan sarana dan prasarana 
penangkapan. Sehingga, untuk menjaga keaktifan kelompok kerja dalam armada 
penangkapannya, mengharuskan para pemilik kapal membangun jaringan 
dengan pihak penyedia modal. Pada umumnya, pihak pemilik kapal tidak 
mempunyai cukup modal utamanya dalam menyediakan modal berupa biaya 
operasional untuk mendukung keberlanjutan usahanya. Sehingga, banyak 
pemilik kapal yang usahanya sangat tergantung pada peranan seorang pemilik 
modal.  
Pada UD AISAH, perusahaan sebagai pihak pemilik modal, tidak 
hanya memberikan pinjaman berupa modal biaya operasional penangkapan. 
Melainkan, UD AISAH berusaha pula untuk memberikan modal berupa sarana 
penangkapan (kapal) kepada nelayan binaannya yang berkinerja baik serta 
berkeinginan untuk memiliki armada penangkapan sendiri. Konsekuensi dari 
hubungan keterkaitan yang terjadi antara pemilik kapal dan pemilik modal 
tersebut, ditetapkan dengan persyaratan yang disepakati bersama antara lain: 
Pertama, nelayan binaan atau pihak yang mengusahakan kepemilikan kapal 
penangkapan sendiri, akan mengangsur harga pengadaan kapal dengan 
memberikan 50% hasil pendapatan bersih kepada UD AISAH hingga mencukupi 
nilai pengadaan kapal; Kedua, terkait dengan bantuan modal berupa biaya 
operasional, pemilik modal akan menerima 13% dari hasil pendapatan bruto.  
Apabila, kapal telah menjadi milik nelayan binaan, maka 50% dari hasil 
pendapatan bersih akan menjadi hak pemilik kapal. Adapun UD AISAH akan 
memperoleh bagian 13% dari hasil pendapatan bruto atas kontribusinya dalam 




diberlakukan jika hasil tangkapan memperoleh keuntungan. Jika, ternyata yang 
terjadi adalah kerugian, maka UD AISAH hanya berhak memperoleh 
pengembalian modal operasional yang telah dikeluarkannya, tanpa adanya 
bagian tambahan 13%. Selain itu, pemasaran ikan hasil tangkapan yang 
didaratkan di TPI Lappa Sinjai akan dikelola oleh UD AISAH. Adapun ikan hasil 
tangkapan yang dipasarkan selain di TPI Lappa seperti di Kupang ataupun Bali, 
maka pemasarannya diserahkan kepada mitra pemasaran, namun tetap dipantau 
oleh UD AISAH. 
 Walaupun ikan hasil tangkapan nelayan pemasarannya dilakukan oleh 
pihak UD AISAH selaku pemilik modal, namun UD AISAH tidak sepenuhnya 
menjadi penentu harga (price maker), harga ikan merupakan kesepakatan antara 
pihak UD AISAH dan pihak lainnya yang terlibat. Adapun harga kesepakatan, 
baik untuk ikan komoditas ekspor maupun lokal senantiasa memperhatikan 
harga pasar yang kompetitif agar hasil produksi nelayan signifikan dengan 
peningkatan pendapatannya. Sehingga, bisa saja UD AISAH membeli sendiri 
hasil tangkapan nelayannya (dikenal dengan istilah oppo) jika penawaran harga 
lelang sangat rendah dan dirasa dapat merugikan nelayan binaan.  
  
5.2.2 Realitas Aktivitas UD AISAH 
5.2.2.1 Operasi Penangkapan dan Daerah Penangkapan 
Proses operasional penangkapan yang dilakukan oleh UD AISAH  
seperti halnya dengan perusahaan perikanan tangkap lainnya, yakni menentukan 
jadwal dan mempersiapkan kebutuhan operasional penangkapan. Penentuan 
jadwal melaut merupakan keputusan dari nakhoda kapal namun, sebelum 
berangkat nakhoda mengonsultasikan terlebih dahulu hari keberangkatannya 




pihak pemilik modal dapat memberikan pinjaman modal untuk kebutuhan  
operasional serta perbekalan nelayan saat melaut. Selain itu pimpinan UD 
AISAH juga berhak mengetahui jadwal keberangkatan kapal nelayan binaannya 
karena keluarga nelayan menjadi tanggungjawab perusahaan saat nelayan 
melaut.  
Dalam mempersiapkan Kebutuhan operasional penangkapan, seperti 
pengisian bahan bakar kapal serta pengadaan balok es, maka pihak UD AISAH 
akan mengawasi selama proses berlangsung (lihat Gambar 5.3).  
 
 
Selain itu UD AISAH mendirikan satu unit toko yang menyediakan barang 
kebutuhan pokok nelayan dan keluarganya sehingga kebutuhan perbekalan 
nelayan, seperti beras, mie instan, minyak goreng, gas LPG, rokok dan lainnya, 
dapat disuplai pada toko tersebut (dapat dilihat pada Gambar 5.4). keberadaan 
toko tersebut, juga tidak lain merupakan sebuah bentuk upaya perusahaan untuk 
meminimalisir terjadinya bentuk ketidakjujuran jika kebutuhan perbekalan 
disediakan sendiri oleh nelayan (nakhoda).        






Kapal nelayan akan berangkat jika segala kebutuhan melaut telah 
tersedia. Adapun lama trip melaut dapat berlangsung selama 7 hingga 14 hari 
atau bisa pula 18 hingga 20 hari sesuai dengan fishing ground (lokasi 
penangkapan ikan). Adapun lokasi penangkapan ikan biasanya berada di sekitar 
wilayah laut Flores, Laut Bali, dan Laut Timor. Kapal nelayan akan menuju pada 
daerah penangkapan yang telah dipasangi rumpon laut. Rumpon ini berupa 
daun-daun kelapa yang diikatkan pada tali tambang yang berjangkar untuk 
membuatnya menetap. Rumpon laut akan menjadi tempat yang disukai ikan-ikan, 
selain sebagai tempat berteduh, juga karena pola jaringan makanan yang baik 
pada daerah rumpon (http://alattangkapperikananlaut.blogspot.com). Sehingga, 
kapal nelayan akan singgah menangkap pada titik lokasi rumpon. Adapun alat 
tangkap yang digunakan yaitu pancing tonda.    
Setelah melakukan penangkapan, maka kapal dapat mendaratkan ikan 
hasil tangkapannya pada pusat pelelangan ikan (PPI) yang terdekat dengan 
fishing ground (lokasi penangkapan ikan). Untuk menjamin aspek pasar ikan 
hasil tangkapan, maka UD AISAH menjalin kerjasama dengan beberapa mitra 
pemasaran yang berada di wilayah sekitar pendaratan hasil tangkapan. Dengan 




strategi yang demikian, maka UD AISAH dapat menghemat biaya operasional 
sebesar 10% sampai 20%. 
Saat kapal bersandar, nelayan biasanya akan istirahat sekitar dua 
hingga tiga hari bahkan seminggu jika ternyata nakhoda memiliki urusan yang 
membutuhkan waktu cukup lama ketika di darat. Selama istirahat, nelayan akan 
menghabiskan waktunya di kampung (Pulau Burungloe) bersama keluarganya 
untuk melepas rindu setelah lama tidak bertemu. Terkadang pula saat di darat 
nelayan akan menemani isteri dan anaknya untuk berbelanja ke Pasar Sentral 
yang berada di Kota Sinjai. 
 
5.2.2.2 Musim Tangkapan 
Musim tangkapan ikan terdiri dari dua musim, yaitu musim timur dan 
musim barat. Musim timur berlangsung pada Bulan Mei hingga Oktober, 
sedangkan musim barat berlangsung pada Bulan Januari hingga Maret. Diantara 
musim timur dan musim barat terdapat musim pancaroba, yaitu masa peralihan 
dari musim timur ke musim barat atau sebaliknya. Adapun musim pancaroba 
terjadi pada Bulan November hingga Bulan Desember dan pada Bulan April 
hingga Bulan Mei. 
Pada musim pancaroba biasanya ada nelayan yang memutuskan 
untuk tidak melaut. Akan tetapi kebanyakan nelayan binaan UD AISAH tetap 
memutuskan melaut, namun daerah tangkapan hanya di sekitar perairan Sinjai 
dan Bone. Adapun nelayan khususnya para Anak Buah Kapal, yang kapalnya 
tidak beroperasi selama musim pancaroba, maka untuk sementara waktu akan 
mencari penghasilan dengan berjualan air, menjadi buruh di TPI, ataupun 





5.2.2.3 Sistem Pemasaran Hasil Tangkapan UD AISAH 
Komoditas sasaran hasil perikanan tangkap pada UD AISAH berupa 
ikan jenis Tuna dan Tongkol (Cakalang). Komoditas hasil tangkapan yang 
diperoleh kemudian dikualifikasikan berdasarkan kualitas hasil tangkapan. Untuk 
jenis ikan Tuna dengan bobot di atas 15 kilogram dan memilki kualitas daging 
yang baik, maka termasuk kualifikasi komoditas ekspor. Sedangkan, ikan jenis 
Tuna yang tidak memenuhi kualitas ekspor serta ikan jenis Tongkol akan 
dipasarkan dengan sistem lelang.  
Ikan Tuna hasil tangkapan akan melalui proses seleksi sebelum 
dinyatakan sebagai komoditas ekspor (lihat Gambar 5.5). Ikan Tuna yang 
didaratkan akan ditimbang dan periksa kualitas dagingnya, jika kualitas ikan 
Tuna memenuhi kualifikasi ekspor maka ikan tersebut akan dikirim ke salah satu 
perusahaan pengekspor di Kota Makassar yaitu PT KIMA. Ikan Tuna komoditas 
ekspor kemudian dijual seharga Rp 35.000 per kilogramnya dengan biaya 
pengiriman ikan ditanggung oleh PT KIMA. 
 
 
Hasil tangkapan yang tidak memenuhi kualifikasi ekspor kemudian 
akan dipasarkan secara lelang. Proses lelang pada TPI Lappa Sinjai biasa 




berlangsung pada malam hari, yang dimulai sekitar pukul 18.30 WITA. Ketika 
kapal-kapal besar penangkap ikan telah mendarat, maka pada sore hari 
menjelang magrib akan dilakukan proses bongkar-muat ikan hasil tangkapan. 
ikan kemudian disortir berdasarkan jenis dan ukurannya. Ikan yang sejenis dan 
seukuran kemudian akan disusun berjajar pada satu lokasi. Kemudian, setelah 
ikan tersusun, maka proses lelang pun segera dimulai (lihat Gambar 5.6).  
 
 
Dalam proses lelang ada beberapa pihak yang terlibat antara lain 
seorang juru lelang, beberapa orang juru tulis (ponggawa darat) dari masing-
masing kapal, serta pihak pembeli. Juru lelang bertugas memimpin proses lelang 
dan melelang, adapun yang bertindak sebagai juru lelang pada TPI Lappa Sinjai 
yaitu kepala TPI. Juru tulis bertugas mencatat harga ikan yang terjual, siapa 
pembelinya, serta berapa jumlahnya. Adapun orang yang bertindak sebagai juru 
tulis oleh masyarakat Sinjai disebut dengan istilah ponggawa darat. 
 Proses pelelangan ikan dilakukan dengan sistem penawaran 
meningkat untuk memperoleh harga jual ikan tertinggi sesuai kualitas ikan dan 
penaksiran calon pembeli. Dalam proses lelang, juru lelang akan berjalan 
mengitari ikan-ikan yang telah disusun pada tempat masing-masing sesuai 




dengan jenis dan ukurannya sambil mengajukan harga jual pertama (harga dasar 
ikan), kemudian para calon pembeli menawarnya dengan cara mengangkat 
tangan dan mengajukan harga yang diinginkan. Bila telah tercapai harga yang 
diinginkan, maka juru lelang akan berpindah pada tempat ikan lainnya diikuti oleh 




UD AISAH mempercayakan seorang ponggawa darat untuk mengelola 
penjualan ikan hasil tangkapannya. Walaupun telah memberikan tanggungjawab 
kepada ponggawa darat, namun pihak UD AISAH tetap menghadirkan nakhoda  
serta beberapa ABK dalam proses lelang. Kemudian, semua pihak yang hadir 
akan mencatat harga yang disepakati beserta jumlah ikannya. Setelah proses 
lelang berlangsung, maka pihak-pihak terkait termasuk pimpinan UD AISAH akan 
dipertemukan dan menyatukan pencatatan hasil lelang. Hal itu dilakukan oleh UD 
AISAH sebagai bentuk transparansi kepada semua pihak.  




Dalam mengawasi proses lelang serta kinerja ponggawa darat, 
pimpinan UD AISAH menjalin kerja sama dengan panitia lelang TPI. Sehingga, 
pimpinan UD AISAH senantiasa memperhatikan hasil rekam data dari pihak 
panitia lelang TPI Lappa Sinjai yang akan dibandingkan dengan hasil pencatatan 
ponggawa darat maupun nakhoda. Selain itu, pimpinan UD AISAH terkadang 
turun langsung ke lapangan mengikuti proses lelang tanpa sepengetahuan 
ponggawa darat.  
Pembeli yang melelang ikan hasil tangkapan nelayan UD AISAH, 
harus benar-benar diketahui seluk beluknya oleh pihak perusahan. Hal ini 
disebabkan kebanyakan para pembeli akan menjual kembali ikan hasil lelang 
kepada para pedagang pengecer maupun konsumen akhir dan melunasi ikan 
yang dilelangnya jika ikan tersebut telah terjual. Selain itu, jika ternyata harga 
ikan yang ditawarkan kepada pembeli dirasa rendah, maka pihak UD AISAH 
akan membeli ikan hasil tangkapannya sendiri dengan harga yang lebih tinggi 
agar nelayan tidak dirugikan karena harga ikan yang terlalu rendah. Ikan yang 
dibeli sendiri oleh pihak UD AISAH kemudian akan dipasarkan di wilayah sekitar 
Sinjai misalnya di daerah Kabupaten Bone.  
Uang hasil penjualan baik untuk komoditas ekspor maupun lelang 
akan dibagikan kepada para nelayan binaan UD AISAH dua hari setelah proses 
pembongkaran. Terkadang uang hasil penjualan ikan secara lelang belum 
dibayar oleh para pembeli dalam jangka waktu dua hari tersebut, sehingga pihak 
perusahaan terpaksa mengeluarkan uang untuk membayar upah para nelayan 
(pekerja teknis) walaupun uang hasil lelang belum terbayarkan. Sebagaimana 
yang dituturkan oleh Nasrullah selaku ponggawa darat bahwa ―...bagian para 
ABK dan nakhoda kami berikan dua hari setelah penjualan, walaupun terkadang 




sebulan baru bayar, tapi kami mengerti kalau para ABK juga sangat butuh uang, 
jadi kami tanggulangi dahulu bagian untuk mereka‖.  
sejalan dengan pernyataan Nasrullah selaku ponggawa darat,Usman 
dan Jalil yang berprofesi sebagai ABK menyatakan bahwa uang hasil tangkapan 
dapat mereka peroleh dua hari setelah dilakukan penjualan. Kebijakan yang 
dilakukan oleh UD AISAH, telah sesuai dengan hadist Rasulullah berikut: ―Tiga 
Jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, yaitu: 
seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang 
yang menjual orang yang merdeka (bukan budak), kemudian memakan uangnya; 
dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah diselesaikan 
pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya” (HR.Bukhari). Hadits lainnya 
yaitu “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu 
Madja).Hal ini menunjukkan bahwa UD AISAH dalam menjalankan kerjasamanya 
senatiasa mengedepankan prinsip saling memahami, dimana perusahaan 
mengerti dan memahami kondisi nelayan binaannya yang memiliki 
tanggungjawab besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 
 
5.3 Implementasi Nilai Keadilan Islam dalam Usaha Bagi hasil Perikanan 
Tangkap 
 
Konsep nilai-nilai keadilan yang perlu diperhatikan dan dikembangkan 
dalam implementasi usaha ini antara lain:  
5.3.1 Keadilan pada Proses Akad Bagi Hasil 
Proses akad merupakan persoalan antar pihak yang sedang menjalin 
ikatan. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum melakukan akad adalah 
bahwa hal-hal yang terkait dengan akad  bukanlah sesuatu yang melanggar 




Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ―Semua syarat, akad, dan perjanjian 
yang terjadi diantara manusia dalam berukhuwah atau dalam perkara yang lain, 
harus merujuk kembali kepada kitab dan sunnah Rasul-Nya, setiap syarat dan 
sunnah maka wajib hukumnya memenuhinya‖. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
―Demikian juga dalam syarat-syarat jual beli, hibah, wakaf, nadzar, baiat kepada 
para imam dan para masyayikh (para tokoh agama), wajib dalam kerangka 
menaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal, serta menjauhi kemaksiatan 
kepada Allah dan Rasul-Nya sebab tak ada ketaatan kepada makhluk untuk 
mendurhakai khaliq‖  (http://dakwah-online.web.id/baiat-dalam-beramal-jamai-
bag-ke-2-sunnah-rasul-207.htm).  
Setelah terpenuhinya hak-hak Allah dalam syarat-syarat akad berupa 
ketaatan dalam menjalankan sesuai koridor syariat, maka hal terpenting lainnya 
yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing 
pihak berakad tanpa adanya pihak-pihak yang terzalimi. Oleh karena itu, perlu 
diwujudkannya asas keadilan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Pada 
pelaksanaan akad jangan sampai terjadi sebuah keterpaksaan terhadap salah 
satu pihak yang berakad dalam menyetujui akad yang dibuat.  
Dalam proses akad bagi hasil usaha perikanan tangkap, tidak boleh 
terdapat unsur keterpaksaan dari pihak manapun dalam menyepakati akad, baik 
pihak pemodal, nakhoda, ataupun ABK. Unsur keterpaksaan dalam hal 
kesepakatan biasa dialami oleh para buruh kerena tidak memiliki pilihan lain. 
Sehingga, pemilik modal tidak dibolehkan mengambil keuntungan yang tidak 
semestinya karena kedudukannya yang kuat dan memberlakukan persyaratan-
persyaratan tertentu yang tidak adil kepada para buruh. 
Hendaknya dalam menyepakati akad yang akan dibuat, perlu adanya 




ijab dan qabul, dapat memberi keuntungan pada masing-masing pihak yang 
berakad, sehingga tidak ada pihak yang terugikan dalam perikatan akad yang 
telah dibuat. Seruan untuk pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan 
telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur‘an: ―...dan bermusyawaralah dengan 
mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan 
tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya‖ (QS. Ali-Imran [3]: 159). Ayat lain yang 
menekankan pentingnya musyawarah yaitu, ―dan (bagi) orang-orang yang 
menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan 
mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka‖ (QS. Asy-
Syura [42]: 38).  
Ayat Al-Qur‘an tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi para pihak 
yang akan melaksanakan akad bagi hasil, agar memusyawarahkan terlebih 
dahulu mengenai hak, kewajiban, nisbah bagi hasil yang akan diperoleh, jangka 
waktu perikatan akad, serta hal-hal lain terkait usaha bagi hasil. Sehingga, akad 
yang dilaksanakan jelas dan dipahami oleh masing-masing pihak yang berakad 
dan pada akhirnya tanggungjawab terhadap hak dan kewajiban akad dapat 
dilaksanakan dengan baik. Adanya musyarawah yang dilakukan sebelum ijab 
dan qabul maka akan menciptakan awal yang baik dan adil bagi kondisi kerja 
selanjutnya. 
Akad yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama  bagi hasil 
hendaknya dituliskan. Imam Sarikhsi (dalam Khotim 2007) menjadikan perjanjian 
tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian kerja sama. Beliau menegaskan bahwa 
perjanjian kerjasama adalah suatu kontrak yang berlangsung selama waktu 




permasalahan dikemudian hari maka dikembalikan kepada perjanjian tertulis 
yang telah dilakukan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur‘an: ―Hai orang-orang 
yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…‖ (QS. Al-Baqarah: 282). 
Hal terpenting lainnya yang ditekankan Islam dalam proses akad yaitu 
bagaimana pihak-pihak yang berakad melaksanakan kewajiban masing-masing  
terkait pemenuhan janji dan kontrak yang telah disepakati. Pemenuhan janji 
sangat ditekankan dalam Islam karena setiap ikatan janji dan kontrak yang telah 
dibuat akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia tapi juga di 
akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‘an: ―...dan penuhilah janji, 
karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya‖ (QS. Al-Isra [17] : 34). Hal 
ini menjadi sebuah bukti betapa Allah sangat menekankan agar ditegakkanya 
keadilan dalam setiap kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui. 
Bentuk akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan atas kerjasama 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam UD AISAH hanya sebatas akad lisan. 
Proses akad yang dilakukan pun hanya kepada beberapa orang nakhoda dan 
ABK. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa orang nakhoda dan ABK 
yang mengakui bahwa tidak ada akad ataupun perjanjian bagi hasil yang 
dilakukan sebelumnya. Seperti halnya hasil wawancara dengan Rudi yang telah 
7 tahun berprofesi sebagai nakhoda dan juga merupakan pemilik kapal, beliau 
menuturkan bahwa ―tidak ada pembicaraan akad sebelumnya. Saya tahu persen-
persennya belajar dari pengalaman saja sejak ikut-ikut menjadi nelayan pada 
kapal milik H. Sadar, kebetulan saya ada hubungan keluarga‖. Begitupun dengan 




sebagai nakhoda dan juga memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan UD 
AISAH, yang mengatakan bahwa ―Kapal yang saya bawa ini milik pak H. Sadar, 
saya punya hubungan keluarga dan tidak ada akad sebelumnya‖.  
Kedua nasumber di atas memiliki hubungan kekerabatan dengan 
pimpinan UD AISAH, sehingga bisa jadi ketiadaan akad mengindikasikan bahwa 
unsur saling percaya terhadap nelayan yang masih memiliki hubungan 
kekerabatan dengan pemilik modal, lebih besar dibandingkan dengan orang lain 
yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Selain itu, faktor kepercayaan 
antara satu sama lain menjadi semakin kuat jika pihak nelayan yang 
bersangkutan memiliki kinerja yang baik. Sehingga, pemilik modal percaya untuk 
memberikan modalnya, walau tanpa adanya akad yang berupa pernyataan ijab 
kabul.  
Adapun ABK yang menuturkan terkait ketiadaan akad yaitu Udin yang 
berprofesi sebagai anak buah kapal (ABK) atau buruh nelayan pada kapal yang 
dinakhodai oleh Rudi. Menurut beliau bahwa: ―Saya hanya langsung kerja saja 
sebagai ABK tanpa ada akad apa-apa sebelumnya mengenai bagi hasilnya, 
karena persen bagi hasil yang diperoleh sama saja klo menjadi ABK  pada kapal-
kapal milik juragan lain, yaitu 2 bagian untuk nakhoda dan 1 bagian untuk ABK...‖. 
Kemudian hasil wawancara dari nakhoda yang menyatakan bahwa 
sebelum terlibat hubungan kerjasama, maka ada pembicaraan terkait bagi hasil 
yaitu wawancara dengan Baharuddin yang menyatakan bahwa ―ada 
pembicaraan bagi hasil sebelumnya, disitu juga dibahas tentang untung dan rugi 
yang ditanggung bersama dari hasil. Tapi, perjanjiannya hanya lisan, bukan 
berupa tulisan‖. Pernyataan senada juga dituturkan oleh Amrin yang juga 




bagian untuk semacam saya nakhoda itu 2 bagian sedangkan kalau ABK 1 
bagian kemudian untuk UD AISAH 13%...‖.  
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi titik 
berat pembahasan saat akad adalah terkait nisbah bagi hasil masing-masing 
pihak, serta hal-hal terkait bagi keuntungan dan kerugian. Sementara terkait 
jangka waktu perikatan akad serta jumlah pengembalian modal minimal tidak 
dibahas pada saat akad. Sebagaimana pernyataan Baharuddin yang telah 7 
tahun menjadi nakhoda dan telah memiliki kapal penangkapan sendiri, bahwa 
―awalnya saya dibuatkan kapal oleh H. Sadar, kemudian setelah tiga tahun 
bekerja jadi nakhoda saya berhasil melunasi kapal itu, memang ada juga 
nakhoda yang lebih dari tiga tahun, karena H. Sadar tidak tetapkan mesti setor 
berapa setiap satu kali trip, berapa-berapa saja hasil keuntungan dari melaut, 
maka itu lagi yang sebagian dipake untuk lunasi kapal‖.    
Guna memperjelas hasil wawancara terkait pelaksanaan akad pada 
usaha bagi hasil perikanan tangkap yang dijalankan oleh UD AISAH, maka 
peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan UD AISAH, H. Sadar. Beliau 
menuturkan bahwa ―memang ada akad sebelumnya, namun sifatnya tidak tertulis, 
hanya berupa pembicaraan terkait bagi hasil. Adapun akad perjanjian bagi hasil, 
tidak dituangkan di atas bentuk tertulis dikarenakan budaya masyarakat pantai 
dimana proses perjanjian hanya didasarkan oleh sikap saling percaya. Selain itu, 
mereka (para nelayan) takut untuk menjalankan usaha jika ada hitam di atas 
putih karena aspek hukumnya yang kuat‖. Selain itu, beliau menyatakan bahwa 
―akad memang tidak sampai dilakukan kepada semua ABK, karena ABK 
kerjanya tidak menetap, mereka bisa pindah kapan saja mereka mau, berbeda 
halnya dengan nakhoda yang kerjanya memang berhubungan langsung dengan 




Jika ditarik kesimpulan atas jawaban para narasumber, baik nakhoda 
maupun ABK yang simpang siur mengenai keberadaan akad, kemudian 
diperjelas oleh pimpinan UD AISAH,maka akad memang dilakukan, namun hal 
tersebut lebih cenderung kepada pihak pemodal dengan nakhoda ataupun 
pemilik kapal. Adapun nakhoda yang menyatakan tidak ada akad sebelumnya 
kemungkinan karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan UD 
AISAH, sehingga bisa jadi akad ijab qabul secara formal memang tidak dilakukan, 
namun esensi dari tujuan akad telah dipahami karena nakhoda yang memiliki 
hubungan kekerabatan dengan pimpinan UD AISAH merupakan orang-orang 
yang telah lama bergelut dengan dunia nelayan.  
Adapun narasumber yang berprofesi sebagai ABK, ada yang 
menyatakan keberadaan akad serta ada pula yang mengatakan bahwa tidak ada 
akad sebelumnya, dikarenakan ada beberapa nakhoda yang membicarakan 
tentang akad kepada ABK sebelum bekerjasama, ada pula yang meniadakan 
pembicaraan terkait akad, disebabkan sistem bagi hasil antara nakhoda dan ABK 
pada UD AISAH mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daearah setempat.  
Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, 
baik pimpinan UD AISAH, nakhoda, maupun ABK, maka dapat diketahui bahwa 
ada dua jenis akad pada kontrak kerjasama UD AISAH yaitu pertama, akad al-
ijarah al-muntahia bit-tamlik (kontrak jual beli) secara bagi hasil atau lebih 
tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan dengan kepemilikan barang ditangan 
penyewa (Antonio, 2001: 118). Akad ini terjadi antara pihak UD AISAH sebagai 
pihak yang memodali pengadaan kapal dengan pihak nelayan yang ingin 
memiliki kapal sendiri.Ketika kapal telah menjadi milik nelayan, maka nelayan 
berkehendak untuk mengakhiri kerjasama dengan UD AISAH atau 




operasional penangkapan). Kemudian, jenis akad kedua yaitu akad mudharabah, 
yang terjadi antara pihak UD AISAH sebagai pemilik modal (baik kapal maupun 
dana operasional) dengan nelayan penggarap (nakhoda dan ABK).  
Kenyataan lain yang ditemukan dalam penelitian bahwa pada 
dasarnya sebelum melakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
bagi hasil usaha perikanan tangkap pada UD AISAH, maka terlebih dahulu 
dilakukan pembicaraan terkait akad usaha walaupun dalam bentuk lisan. Cara 
atau kebiasaan seperti ini umumnya masih ditemukan pada masyarakat pesisir 
yang mendasarkan proses perjanjiannya pada rasa saling percaya. Disamping itu, 
terdapat kekhawatiran pihak nelayan untuk menjalankan usaha dengan 
perjanjian tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, karena dalam persepsi 
mereka hal semacam ini sangat mengikat dan berimplikasi pada resiko hukum 
seperti pada kelembagaan formal misalnya perbankan.  
Ditinjau dari aspek legal formal, praktek akad lisan yang diterapkan 
pada UD AISAH dinilai cukup berani. Hal ini disebabkan kerjasama usaha yang 
dilakukan membutuhkan modal yang cukup besar dengan faktor resiko yang 
cukup tinggi pula, namun tanpa di ―back-up” dengan kepastian dan perlindungan 
hukum. Sehingga, jika pihak nelayan (mudharib) melakukan praktik-praktik 
kecurangan, maka akan menyebabkan pihak pemilik modal (shohibul maal) tidak 
memiliki pilihan, selain menerimanya sebagai resiko dari kelemahan sistem akad 
yang diterapkan. 
 
5.3.2 Keadilan pada Pendelegasian dan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, 
serta Tanggungjawab Pihak-pihak yang Terlibat dalam Usaha 
Perikanan Tangkap 
 
Usaha perikanan tangkap melibatkan kerja sama beberapa pihak 




usaha ini antara lain: pemilik modal, pemilik perahu, nakhoda, dan anak buah 
kapal (ABK). Masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang diatur dalam 
akad perjanjian bagi hasil. Adapun pendelegasian tugas dan wewenang 
berkaitan dengan  kewajiban dan hak, disepakati dan dituangkan pada akad 
perjanjian.  
Jika dipandang dari perspektif teori agensi, yang mendasarkan 
hubungan kontrak antara pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal, dan 
manajemen sebagai agen, dimana agen berkewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap prinsipal (Kholmi, 2012), maka 
dalam usaha bagi hasil perikanan tangkap, yang berkedudukan sebagai prinsipal 
adalah pemilik modal dan pemilik kapal, sedangkan yang berkedudukan sebagai 
agen adalah pihak-pihak teknis yang bekerja secara tim di atas kapal (nakhoda 
dan ABK).  
Terlepas dari prinsip teori agensi, yang ternyata sarat dengan nilai 
egois, materialitas, bersifat kuantitatif dan dibelenggu oleh sistem kapitalis. Maka, 
jika prinsip ini yang diimplementasikan dalam pendelegasian wewenang dan 
tugas atas usaha bagi hasil, akan lahir karakter-karakter manusia yang memiliki 
sifat mementingkan diri sendiri, senang memanipulasi, suka melakukan 
penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang. Dimana, karakter-karakter ini 
pada akhirnya menjauhkan manusia dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan, serta 
menjauhkan manusia pada Tuhan-Nya.    
Islam memandang pendelagasian tugas dan wewenang ini erat 
kaitannya dengan konsep pertanggungjawaban, kepemimpinan, dan pemberian 
amanah. Amanah dalam Islam berarti dapat dipercaya. Sifat amanah merupakan 
syarat inti yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, karena ketiadaan sifat 




Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadits Rasulullah: ―Jika amanat telah 
disia-siakan maka tunggulah masa kehancuran. Ditanyakan, ‗Wahai Rasulullah, 
bagaimana penyia-nyiaan itu?‘ Rasulullah kemudian bersabda, ‗jika suatu tugas 
diberikan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya‖ 
(HR. Bukhari).  
Hal serupa ditegaskan dalam Al-Qur‘an Surah An-Nisa [4] ayat 58: 
―Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah pemberi 
pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat‖.  Berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa ada dua kewajiban pemimpin 
(Mahmud, 1998:226): kewajiban pertama, yaitu memberikan amanah kepada 
yang berhak. Kewajiban kedua, yaitu memberikan keputusan hukum diantara 
manusia dengan adil, atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta 
menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk 
diberikan kepada yang berhak.Selain itu hal yang berkaitan dengan pemberian 
amanah ini terkait dengan spesialisasi dan pembagian kerja berdasarkan 
keahlian para pekerja dengan tujuan untuk merealisasikan kemahiran 
profesionalitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan usaha. 
Islam mengajarkan pula bahwa manusia adalah khalifatullah fiil Ardh 
(wakil Tuhan di bumi). Manusia sebagai khalifah diberi amanah untuk mengelola 
bumi berdasarkan pada nilai-nilai syariah, konsekuensi dari hal ini, maka setiap 
amanah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pada 
hakikatnya amanah apapun yang kita emban saat ini merupakan bentuk 




wewenang ataupun tanggungjawab, hanyalah merupakan wasilah (sarana) Allah 
agar tersampaikannya amanah tersebut kepada individu yang bersangkutan. 
Sehingga konsep pertanggungjawaban dalam Islam mengajarkan bahwa 
pertanggungjawaban utama dan terakhir adalah kepada Allah, dimana bentuk 
tanggungjawab itu dilakukan dalam bentuk tindakan nyata di dunia dan 
pertanggungjawabannya di ahirat kelak.  
Konsep pertanggungjawaban Islam memang menekankan pada 
pertanggungjawaban hakiki kepada Allah, namun Islam tetap memperhatikan 
bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap sesama manusia dalam 
menjalankan mualamah. Pertanggungjawaban manusia dihadapan manusia 
diajarkan Islam sebagai bentuk muhasabah dan evaluasi menuju perbaikan dan 
tentunya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta‟ala.  
Berbeda dengan konsep evaluasi dalam Islam, konsep evaluasi pada 
perusahaan-perusahaan ataupun institusi-institusihanya terfokus pada evaluasi 
sumberdaya manusia yang cenderung bertujuan hanya untuk mendapatkan 
penilaian baik di mata pimpinan. Sehingga menguntungkan secara pribadi atau 
kelompok yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan atau peningkatan 
status dan kedudukan pada perusahaan.  
Di sisi lain, Islam telah mengajarkan kunci kesuksesan melalui aktivitas 
muhasabah atau evaluasi. Sebagaimana digambarkan dalam hadits Rasulullah: 
―Orang yang pandai adalah orang yang menghisab (mengevaluasi) dirinya 
sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian, sedangkan orang yang 
lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-
angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta‘ala‖ (HR. Tirmidzi). Hadits tersebut 
mengajarkan dua kunci kesuksesan: pertama, yaitu orang yang sukses adalah 




orang yang sukses adalah orang yang setelah mengevaluasi dirinya disertai 
dengan perbaikan setelahnya. 
Dari berbagai konsep Islam terkait pendelegasian tugas dan 
wewenang, serta tanggungjawab, maka implementasinya pada usaha bagi hasil 
perikanan tangkap yaitu, tiap-tiap pihak yang terlibat dalam usaha, hendaknya 
menyadari bahwa amanah dan tanggungjawab yang diembannya baik sebagai 
pemilik modal, pemilik kapal, nakhoda, maupun ABK, semuanya berasal dari 
Allah dan pertanggungjawaban utamanya kepada Allah. Sehingga, dengan 
kesadaran tersebut hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, maka 
menjalankan kewajiban masing-masing berdasarkan nilai-nilai syariat seperti 
bersifat amanah (terpercaya), jujur, adil, dan ikhlas. Dengan demikian, akan 
membawa kemashalatan khususnya pada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha 
dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, hendaknya pihak-pihak yang terlibat 
dalam usaha, senantiasa melakukan muhasabah atau evaluasi guna perbaikan 
usaha, yang tidak hanya memandang visi jangka pendek (kebaikan duniawi) 
tetapi juga perbaikan guna mencapai visi jangka panjang ( kebaikan akhirat).  
Terkait pendelegasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, 
pimpinan UD AISAH dalam membina nelayannya, senantiasa menerapkan 
sistem penilaian kinerja sebelum melimpahkan tanggungjawab kepada nelayan 
binaannya. Penilaian kinerja ini tidak hanya dilakukan oleh H. Sadar selaku 
pimpinan perusahaan, namun beliau juga mengajarkan kepada para nelayan 
binaannya khususnya para nakhoda, agar senantiasa memerhatikan kinerja para 
ABK-nya pada saat melaut. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang nakhoda, 
Baharuddin bahwa ―...kami selaku pimpinan atau nakhoda selalu menilai kerja-
kerja para ABK, yang bagus kerjanya biasa kami berikan semacam bonus‖. 




persyaratan untuk ABK bisa mengusahakan kepemilikan kapal sendiri dengan 
adanya semacam rekomendasi dari nakhoda karena dianggap ABK tersebut 
memiliki kinerja yang baik‖.  
Adapun penilaian kinerja terhadap nakhoda (ponggawa laut) serta juru 
tulis (ponggawa darat) dilakukan oleh H. Sadar selaku pimpinan UD AISAH 
bekerjasama dengan perusahaan mitra serta pihak TPI. Indikator penilaian 
kinerja para nakhoda dapat terlihat jelas pada hasil produksi yang diperoleh tiap 
trip. Jika ternyata hasil yang diperoleh selalu memperoleh kerugian maka 
pimpinan UD AISAH akan mencari tahu penyebabnya, menganalisis, serta 
mencari solusinya. 
Dapat disimpulkan bahwa dalam pelimpahan tugas, wewenang, dan 
tanggungjawab, UD AISAH senantiasa menilai tingkat kemampuan nelayan 
binaannya dalam mengemban amanah khususnya sebagai nakhoda, dengan 
memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kapabilitas, 
loyalitas, dan sifat amanah atau kejujuran yang dimiliki oleh nelayan yang 
bersangkutan. Adanya sistem penilaian kinerja ini pula menjadikan nelayan 
semakin bersemangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Namun, satu hal yang 
perlu ditekankan bahwa sepatutnya segala apa yang diamanahkan baik sebagai 
pemilik modal, nakhoda maupun ABK, masing-masing harus bekerja totalitas 
dengan penuh tanggungjawab dan senantiasa dalam koridor syariat karena 







5.3.3 Keadilan pada Pembagian Hasil (Mudharabah) Usaha Perikanan 
Tangkap 
 
Sistem bagi hasil atau dikenal dengan istilah mudharabah merupakan  
kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu 
pemilik modal (shohibul maal) yang memiliki andil dalam bentuk pendanaan baik 
berupa modal kerja ataupun modal keseluruhan usaha. Adapun pihak lainnya 
yaitu pihak yang menjalankan usaha (mudharib) dengan memberikan andil 
berupa keahlian, keterampilan, maupun waktunya untuk menjalankan dan 
mengelola usaha. Dari andil masing-masing pihak yang terkait dalam usaha, 
maka mereka berhak atas hasil usaha yang mereka kerjakan. Namun, karena 
keuntungan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan, maka pembagian hasil 
usaha tersebut ditetapkan dalam bentuk persentase bagi hasil dari keuntungan 
yang diperoleh, bukan atas dasar besaran dana yang diinvestasikan. 
Hasil usaha perikanan tangkap yang diperoleh tidak selamanya 
mendatangkan keuntungan, namun terkadang pula beresiko kerugian. Resiko ini 
muncul karena adanya faktor ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh. 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil usaha bisa saja memperoleh  
keuntungan, namun selalu terbuka kemungkinan beresiko hasil usaha 
memperoleh kerugian. Menurut Djojosoedarso (dalam Safariyani, 2011) bahwa 
resiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 
ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), ketidakpastian alam (uncertainly 
of nature), dan ketidakpastian manusia (human uncertainty). Kemudian 
Safariyani menjelaskan mengenai jenis-jenis ketidakpastian tersebut,  
ketidakpastian ekonomi yang dimaksud adalah kejadian-kejadian yang timbul 
dari kondisi dan perilaku ekonomi. Ketidakpastian alam, yaitu ketidakpastian 




Sedangkan, ketidakpastian manusia yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh 
perilaku manusia itu sendiri.  
Ketiga jenis ketidakpastian yang telah dijelaskan sebelumnya, juga 
dihadapi dalam usaha perikanan tangkap. Ketidakpastian ekonomi dapat dilihat 
dari harga ikan tangkapan yang fluktuatif serta perubahan selera konsumen. 
Kemudian ketidakpastian alam terkait dengan kondisi alam laut yang tidak dapat 
terhindari oleh para nelayan ketika melaut misalnya badai, gelombang, dan 
kondisi alam lainnya yang beresiko mendatangkan kerugian pada hasil 
tangkapan. Sedangkan, kerugian manusia dapat terjadi jika pihak-pihak terkait 
melakukan tindakan yang merugikan seperti melakukan kecurangan, tindakan 
penyelewengan, atau penyalahgunaan wewenang.  
Meskipun berbagai resiko akibat ketidakpastian selalu ada, namun 
harus ada manajemen resiko di dalam menjalankan usaha karena masih 
terdapat resiko yang bisa dikendalikan atau dikontrol seperti resiko akibat 
ketidakpastian manusia (human uncertainty). Untuk mencegah terjadinya resiko 
tersebut, maka perlu adanya sistem pengawasan terhadap kinerja pihak-pihak 
terkait, khususnya terhadap pengelola teknis (Nakhoda dan ABK). Selain itu, 
untuk mengeliminir resiko ini, maka perlu adanya keterbukaan informasi antara 
pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. 
 
5.3.3.1 Sistem Bagi Hasil dan Bagi Resiko (Profit Loss Sharing)  
Ditinjau dari aspek keadilan pada sistem Profit Loss Sharing, maka 
dapat dikemukakan bahwa antara keuntungan dan resiko (kerugian) harus 
ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang bekerjasama dalam bagi hasil. 




modal (shohibul maal) dengan pengusaha (mudharib). Sehingga, semua bentuk 
pengeluaran rutin yang berkaitan dengan usaha bagi hasil bukan untuk 
kepentingan pengusaha (mudharib), namun dimasukkan ke dalam biaya 
operasional. Kemudian, keuntungan setelah dikurangi dengan biaya-biaya 
operasional akan menghasilkan keuntungan bersih. Keuntungan bersih inilah 
yang akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam 
akad antara pemilik modal (shohibul maal) dengan pengusaha (mudharib). Selain 
itu, keuntungan bersih yang diperoleh senantiasa akan meningkat sesuai dengan 
jumlah penghasilan yang diperoleh dari usaha.  
Dalam hal jika terjadi resiko, maka kedua belah pihak juga akan 
bersama-sama menanggungnya. Disatu pihak pemilik modal (shohibul maal)  
menanggung kerugian modalnya, sedangkan pihak lainnya yaitu pengusaha 
(mudharib) akan mengalami kerugian akibat tenaga dan waktu yang telah 
dikeluarkannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem kerja sama bagi hasil 
(mudharabah), masing-masing pihak baik pemilik modal (shohibul maal)  maupun 
pengusaha (mudharib) berpartisipasi dalam keuntungan dan resiko (kerugian). 
Hal demikian menunjukkan adanya keadilan dalam distribusi pendapatan 
(Nurhasanah, 2005). 
Penetapan nisbah bagi hasil dalam sistem Profit Loss Sharing antara 
pemilik modal/pemilik kapal dan pekerja teknis, sebaiknya didasari pula oleh 
nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Sehingga kerjasama bagi hasil dapat 
terbentuk bukan sekedar kerjasama yang menguntungkan dari segi materi, 
namun juga ada keikhlasan dan kepuasan untuk bekerja karena didasari oleh 
nilai persaudaraan di dalamnya, yang terwujud melalui sikap saling mengenal, 
saling memahami, saling tolong-menolong, dan pada akhirnya melahirkan rasa 




kepentingan diri sendiri atau semakin memperkuat kedudukan pribadi tanpa 
memperhatikan kepentingan orang lain.      
Jika nilai-nilai ukhuwah tersebut dapat diterapkan, maka akan 
mendukung lahirnya konsep keadilan yang maslahah bagi para pihak yang  
terkait dalam kerjasama bagi hasil usaha perikanan tangkap. Sehingga, dapat 
berimplikasi pada terciptanya kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil yang 
tidak tetap (dinamis), mengikuti perkembangan resiko yang harus ditanggung 
antara pihak pemilik modal/kapal ataupun pihak nelayan penggarap.  
Beberapa resiko dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bagi 
hasil usaha perikanan tangkap dapat menjadi semakin besar, misalnya saja 
resiko yang dialami oleh nelayan penggarap akan menjadi lebih besar ketika 
melaut saat musim atau cuaca tidak bersahabat, seperti ketika musim pancaroba. 
Saat terjadi kondisi iklim atau musim seperti ini, maka nelayan penggarap akan 
mengalami hambatan atau tantangan yang lebih besar untuk memperoleh hasil 
tangkapan yang optimal dengan resiko yang semakin besar pula, bahkan sampai 
pada resiko kematian. Adapun resiko untuk pemilik kapal, akan lebih besar saat 
kapal yang digunakan untuk berproduksi masih dalam masa kredit (cicilan). 
Sehingga pemilik kapal biasanya akan menetapkan bagian yang cukup besar 
untuk dirinya meliputi bagian perahu, mesin, alat tangkap, dan bagian melaut jika 
juragan ikut melaut (Listianingsih, 2008). Namun, terkadang hal tersebut 
berdampak atas nisbah bagi hasil yang diperoleh pihak pekerja teknis 
(nakhoda/ABK) sangat sedikit dan cenderung tidak adil. 
Kedua contoh resiko yang telah dipaparkan di atas, baik yang dialami 
oleh pemilik modal ataupun nelayan penggarap, menunjukkan perlunya sebuah 
sikap keterbukaan antara nelayan pemilik kapal dengan nelayan penggarap 




dengan hal tersebut, maka bisa saja terjadi pembicaraan atau musyawarah ulang 
mengenai penetapan nisbah bagi hasil. Misalnya, ketika musim atau cuaca buruk, 
maka pihak pemilik kapal/modal sebaiknya bisa memahami resiko yang dihadapi 
nelayan penggarap saat melaut, sehingga terimplikasi pada nisbah yang 
diperoleh oleh nelayan penggarap bisa semakin besar ketika menghadapi 
keadaan semacam itu. Begitupun bagi nelayan penggarap serta pihak pemodal 
harus memahami resiko pemilik kapal, utamanya saat kapal yang digunakan 
masih dalam masa kredit atau belum kembali modal (payback periode).  
Pada kondisi dimana kapal telah terlunasi, memungkinkan pihak-pihak 
yang terlibat, baik pemilik kapal ataupun para nelayan penggarap untuk 
memusyawarahkan kembali terkait penetapan nisbah bagi hasil. Bagian kapal 
yang diberikan ke pemilik bisa saja dikurangi dan nisbah untuk nelayan 
penggarap ditambahkan. Hal ini disebabkan karena biaya yang dikeluarkan 
pemilik untuk membayar cicilan kapal telah terlunasi dan kini hanya 
mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan kapal saja, yang tentunya lebih sedikit 
jika dibandingkan ketika masih memiliki tanggungan untuk melunasi kapal. 
Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rasa persaudaraan yang 
diwujudkan dengan sikap saling memahami diantara masing-masing pihak, maka 
akan lahir sikap saling terbuka dan berusaha untuk saling tolong-menolong atas 
penderitaan yang dirasakan pihak lain. Sehingga semakin meminimalisir lahirnya 









5.3.3.2 Sistem Bagi Hasil yang Bebas Riba 
 Dalam sistem bagi hasil, Islam mengajarkan bahwa tidak 
diperbolehkan adanya unsur riba (bunga) di dalamnya. Hal ini didasarkan pada 
beberapa landasan Al-Qur‘an dan hadits: 
a. Al. Qur’an: 
a.  Qs. Ar-Rum [30]:39 
―Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)‖. 
b. QS. An-Nisa [4]:31 
―Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah 
dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta orang dengan cara 
tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka 
azab yang pedih‖. 
c. QS. Ali-Imran [3]: 31 
―Wahai orang-orangyang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipatganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung‖. 
d. QS. Al-Baqarah [2]: 278-279 
―Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak 
melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. 
Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu 






e. Hadits  
Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran, 
melainkan juga Al-Hadits.Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi 
untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran. 
Adapun pelarangan riba dalam hadits, dapat dilihat pada beberapa hadits berikut:  
Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa:―pada suatu ketika 
Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah 
saw dan beliau bertanya kepadanya, ―Dari mana engkau mendapatkannya?‖ 
Bilal menjawab, ― Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah 
mutunya dan menukarnya dua sha‘ untuk satu sha‘ kurma jenis barni untuk 
dimakan oleh Rasulullah saw, ―Selepas itu Rasulullah saw terus berkata, 
―Hati-hati! Hati-hati!Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan 
berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), 
juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian 
gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu―( HR 
Bukhari no. 2145). 
 
Hadits lainnya mengenai larangan riba, diriwayatkan oleh Abdurahman 
bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, ―Rasulullah saw melarang penjualan 
emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan 
membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya 
sesuai keinginan kita‖ (HR Bukhari no. 2034). Kemudian hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, ―Tuhan 
sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan 
memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. Mereka itu adalah 
peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak 
bertanggung jawab atau menelantarkan ibu-bapaknya.‖ 
Dari beberapa ayat Al-Qur‘an dan hadits di atas, maka telah jelaslah 
bahwa Islam melarang terjadinya transaksi ekonomi yang di dalamnya terdapat 
unsur riba atau biasa dikenal dengan istilah bunga. Islam memang 
mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Antara bunga maupun bagi 




perbedaan mendasar diantara keduanya sebagai akibat adanya perbedaan 
antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan 
mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. 
Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, 
karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan 
besarnya modal (Nurhasanah, 2005).    
Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan oleh UD AISAH, penulis 
tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian apakah ada unsur riba atau 
tidak, namun dalam prakteknya dapat dijelaskan sebagai berikut: hasil dari 
penjualan kotor (bruto) disisihkan untuk perusahaan sebesar 13%. Kemudian 
setelah dikeluarkan bagian untuk perusahaan sebesar 13%, modal yang 
diberikan oleh perusahaan berupa biaya operasional penangkapan (bahan bakar, 
persediaan es serta perbekalan) dikembalikan, dan setelah pinjaman untuk 
menanggung biaya operasional dikeluarkan pula, maka hasilnya akan dibagi 
dengan perbadingan 50:50 (50% untuk pemilik kapal dan 50% sisanya akan 
dibagi lagi kepada menjadi 2 bagian untuk nakhoda dan masing-masing 1 bagian 
untuk para ABK dalam kapal tersebut). Adapun contoh kasus dan perhitungan 
bagi hasil dapat diilustrasikan seperti berikut: 
Salah satu kapal milik UD AISAH memperoleh ikan tangkapan yaitu 
ikan jenis Tuna dan Cakalang. Setelah dilakukan pembongkaran, penimbangan, 
serta proses penyortiran, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Bobot total Tuna 
kualitas ekspor yang diperoleh yaitu 700 kg dengan rincian sebagai berikut: 3 
ekor Tuna dengan bobot 55 kg; 1 ekor Tuna dengan bobot 70 kg; 1 ekor Tuna 
dengan bobot 41 kg; 2 ekor Tuna dengan Bobot 35 kg; 7 ekor Tuna dengan 




tersebut sebesar Rp 35.000/kg. Sedangkan ikan hasil tangkapan lainnya yang 
tidak memenuhi kualifikasi ekspor akan dipasarkan secara lelang.  
Setelah ikan yang siap dilelang diatur di TPI (Tempat Pelelangan Ikan). 
Maka ada tiga jenis ukuran ikan yaitu ikan ukuran besar, sedang, dan kecil. 
Kemudian  masing kelompok dilelangkan dan diperoleh harga penawaran 
sebagai berikut: kelompok ikan ukuran besar sebanyak 80 ekor seharga Rp 
25.000/ekor, ikan ukuran sedang sebanyak 150 ekor seharga Rp 17.000/ekor, 
dan ikan ukuran kecil sebanyak 200 ekor seharga Rp 10.000/ekor. Adapun 
perhitungan bagi hasilnya seperti berikut: 
Perolehan hasil tangkapan komoditas ekspor (700 kg) = Rp 24.500.000 
Hasil penjualan lelang: 
Perolehan hasil tangkapan ikan ukuran besar                  = Rp    2.000.000 
Perolehan hasil tangkapan ikan ukuran sedang                = Rp    2.550.000 
Perolehan hasil tangkapan ikan ukuran kecil                    = Rp    2.000.000 
Total perolehan bruto            = Rp  31.050.000 
Bagian untuk UD AISAH (13%) = Rp (  4.036.500) 
Biaya operasional per satu kali trip (15 hari)                     = Rp  ( 8.000.000) 
Pendapatan bersih = Rp  19.013.500 
Bagian untuk pemilik kapal 50%                      = Rp   9.506.750 
Jumlah nelayan rata-rata per kapal 7 orang (sudah termasuk nakhoda dan ABK). 
Kemudian 50% sisanya akan dibagi kepada nakhoda dan ABK. Nakhoda 
mendapat 2 bagian sedangkan ABK masing-masing mendapatkan 1 bagian, 
sehingga hasil sebesar Rp 9.506.750 akan dibagi 8. Adapun perhitungan bagian 
masing-masing sebagai berikut: 
Rp 9.506.750 / 8 bagian  = Rp. 1.188.343,75 




Bagian untuk masing-masing ABK (1 bagian)       = Rp.  1.188.343,75 
Jika ternyata kapal tangkapan hanya memperoleh ikan dengan kualitas 
tidak layak ekspor, maka hasil perhitungannya menjadi seperti berikut:  
Perolehan hasil tangkapan ikan ukuran besar  = Rp     2.000.000 
Perolehan hasil tangkapan ikan ukuran sedang  = Rp     2.550.000 
Perolehan hasil tangkapan ikan ukuran kecil        = Rp     2.000.000 
Total perolehan bruto            = Rp     6.550.000 
Biaya operasional                           = Rp    (8.000.000) 
Rugi = Rp     1.450.000 
Jika ternyata terjadi kasus kerugian seperti di atas, maka kebijakan 
bagi hasil yang dikeluarkan UD AISAH yaitu bagian perusahaan sebesar 13% 
ditiadakan, yang menjadi kewajiban dari nelayan yaitu mengembalikan biaya 
operasional yang digunakan melaut. Adapun, kerugian (utang) atas biaya 
operasional sebesar Rp 1.450.000 akan dikembalikan saat hasil tangkapan 
berikutnya memperoleh keuntungan. Dari ilustrasi kasus tersebut maka alur dan 
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Gambar 5.8. Bagan skema alur dan nisbah bagi hasil pada UD AISAH  




Dari ilustrasi kasus dan bagan skema perhitungan bagi hasil di atas, 
maka dapat dilihat bahwa nisbah bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh UD 
AISAH berdasarkan atas tingkat resiko dan tanggungjawab yang harus diemban 
oleh masing-masing pihak. Namun, jika ternyata hasil yang diperoleh berupa 
kerugian, maka kebijakan yang disepakati atas bagi hasil kerugian pada UD 
AISAH kurang sesuai dengan nilai keadillan serta konsep mudharabah yang 
diajarkan dalam Islam. Konsep Islam mengajarkan bahwa jika terjadi kerugian, 
maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan 
disebabkan oleh kelalaian pekerja (mudharib).  
Kerugian yang disebabkan karena hasil tangkapan yang sedikit 
ataupun karena faktor permintaan pasar yang tidak bisa dikendalikan, maka 
pemilik modal (shohibul maal) serta pengusaha (mudharib) harus menanggung 
kerugian bersama. Dimana pemilik modal (shohibul maal)  akan menanggung 
kerugian karena modalnya tidak menghasilkan keuntungan sedangkan pihak 
pengusaha (mudharib)  akan memperoleh kerugian karena waktu dan tenaganya 
tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga, jika pihak UD AISAH ingin menerapkan 
konsep mudharabah yang sesuai dengan syariat Islam, maka kekurangan (utang) 
atas biaya operasional yang harus ditanggung oleh pihak pekerja teknis 
(nakhoda dan ABK) sebaiknya ditiadakan atau dihapuskan.  
Adapun kebijakan UD AISAH pada saat terjadi kerugian, nelayan 
hanya bertanggungjawab mengembalikan uang perbekalan pada saat terjadi 
keuntungan pada trip selanjutnya. Namun, pengembalian modal perbekalan ini 
tidak serta merta dilakukakan secara sekaligus. Akan tetapi pengembaliannya 
dikondisikan sesuai jumlah pembagian hasil yang diperoleh pada saat trip 
selanjutnya. Jika pembagian hasil nelayan dipandang tidak mencukupi 




memotong secara bertahap (secara cicilan). Sejalan dengan kebijakan UD 
AISAH tersebut, perlu ditekankan bahwa hendaknya UD AISAH memberlakukan 
kebijakan ini secara adil bagi semua nelayannya dalam artian tidak membedakan 
antara nelayan yang memiliki hubungan kerabat ataupun tidak.      
Guna mendukung penerapan bagi hasil (mudharabah) agar sesuai 
dengan konsep dan nilai keadilan Islam, maka perlu pula disertai dengan adanya 
perwujudan sikap kejujuran dari masing-masing pihak yang berserikat. Jangan 
sampai, pihak pengelola (mudharib), dalam hal ini pekerja teknis (nakhoda dan 
ABK) memanfaatkan peluang untuk melakukan unsur penipuan akibat kebijakan 
perusahaan yang tidak lagi membebankan pengembalian biaya operasional 
kepada pekerja teknis (nakhoda dan ABK) jika terjadi kerugian. Sehingga, 
nakhoda dan ABK bisa saja melakukan tindak penipuan dengan menjual 
sebagian ikan hasil tangkapan di daerah lain tanpa sepengetahuan pemilik modal 
(UD AISAH), karena menganggap bahwa kerugian penjualan ikan hasil 
tangkapan tidak memiliki implikasi kerugian ekonomis bagi mereka.   
 
5.4 Perbaikan Kesejahteraan Nelayan Binaan UD AISAH 
Seperti kita ketahui bersama bahwa komunitas masyarakat yang 
berprofesi sebagai nelayan merupakan masyarakat dengan penghasilan yang 
rendah. Dengan demikian, jika kesejahteraan mereka diukur dengan 
menggunakan indikator kesejahteraan lahiriah, seperti ketersediaan pangan, 
papan, dan pendidikan, maka mereka masih tergolong belum sejahtera.  
UD AISAH sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor 
usaha perikanan tangkap dengan mitra kerjasama utama adalah para nelayan, 
berusaha menjadi mitra yang tidak hanya menyediakan bantuan dana, melainkan 




itu pimpinan UD AISAH berusaha untuk menularkan keberhasilan yang 
dicapainya berdasarkan pengalaman pribadi sebagai anak nelayan yang identik 
dengan kemiskinan.  
Untuk itu, selaku pimpinan UD AISAH H. Sadar senantiasa berusaha 
untuk memberikan kemudahan bantuan kepada nelayan binaannya dengan 
merumuskan visi perusahaan yaitu ―kemajuan perusahaan adalah pangkal 
kesejahteraan nelayan bersama keluarganya‖. Adapun usaha atau kontribusi 
perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan para nelayan binaannya antara 
lain: 
 
a. Peningkatan Pendapatan Nelayan 
UD AISAH bukan hanya sekedar mitra permodalan bagi nelayan, 
namun ikut membina para nelayan agar dapat mandiri khususnya dalam hal 
penghasilan, dengan  membuka kesempatan sebesar mungkin bagi nelayan 
yang berkinerja baik agar dapat memiliki kapal penangkapan sendiri. Untuk itu, 
UD AISAH berusaha menerapkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja 
kepada para nelayan binaannya.  
Para nakhoda sebagai pimpinan regu saat melaut, akan diawasi 
langsung oleh H. Sadar sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian, untuk 
pengawasan dan penilaian ABK ditugaskan kepada nakhoda. Bagi ABK yang 
berkinerja baik dapat direkomendasikan menjadi nakhoda serta diarahkan agar 
bisa mandiri untuk memiliki armada penangkapan sendiri. Contoh kasus nakhoda 
yang telah berhasil memiliki kapal diutarakan oleh Baharuddin yang telah 7 tahun 
menjadi nakhoda dan telah memiliki kapal penangkapan sendiri, bahwa ―awalnya 
saya dibuatkan kapal oleh H. Sadar, kemudian setelah tiga tahun bekerja jadi 




dari tiga tahun, karena H. Sadar tidak tetapkan mesti setor berapa setiap satu 
kali trip, berapa-berapa saja hasil keuntungan dari melaut, maka itu lagi yang 
sebagian dipake untuk lunasi kapal‖.    
 Selain itu, UD AISAH menerapkan kebijakan nisbah bagi hasil yang 
tidak merugikan pihak nelayan. Berbeda pada perusahaan sejenis atau 
bahkan kapal penangkapan yang tidak di bawahi oleh UD AISAH yang 
memberlakukan persentase nisbah bagi hasil yang tinggi mulai dari 15% 
hingga 20%, sehingga bagian yang diperoleh oleh nelayan terutama ABK 
sangat sedikit. 
 
b. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan 
UD AISAH berusaha untuk membantu nelayan binaan beserta 
keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, utamanya 
kebutuhan pangan. Hal ini diwujudkan ketika pada tahun 2010 UD AISAH 
berusaha mengembangkan satu unit toko yang dapat mensuplai kebutuhan 
nelayan dan keluarganya. Sehingga, ketika nelayan melaut, maka keluarga 
nelayan dapat mengambil kebutuhannya pada toko tersebut. Selain itu, pihak 
UD AISAH bekerjasama dengan toko yang berada di Kepulauan Sembilan 
sebagai pusat konsentrasi pemukiman nelayan binaannya untuk menyiapkan 
keperluan nelayan dan keluarganya. Nelayan akan membayar utang atas 
kebutuhan barang yang telah diambil jika upah hasil melaut telah diperoleh. 
Namun, jika ternyata nelayan memperoleh upah yang sedikit atau bahkan 
merugi, maka utang akan ditangguhkan tanpa bunga apapun dan akan 







c. Bantuan Perumahan 
Khusus untuk pemenuhan kebutuhan perumahan, UD AISAH telah 
merencanakan membangun rumah yang dapat dicicil oleh nelayan binaan 
melalui kredit tanpa bunga. Untuk itu, UD AISAH telah menyediakan 6 bidang 
tanah sebagai lokasi perumahan nelayan. Pada saat peneliti berkunjung ke 
rumah pimpinan UD AISAH, peneliti pun sempat bertemu dan berbincang 
dengan seorang nakhoda yang akan membangun rumah melalui bantuan UD 
AISAH. Menurut nakhoda yang bernama Baharuddin bahwa, ―UD AISAH 
membantu juga nelayan yang ingin membangun rumah seperti saya ini, kan 
kapal yang saya miliki sudah lunas sejak tahun 2009. Sehingga, penghasilan 
saya sebagai nakhoda dan pemilik kapal dapat saya gunakan untuk mencicil 




d. Bantuan Biaya Kesehatan dan Pendidikan Keluarga Nelayan Binaan  
Untuk memberikan rasa aman saat nelayan akan meninggalkan 
keluarganya ketika melaut, maka UD AISAH mengalokasikan pembiayaan 





untuk pelayanan kesehatan nelayan dan keluarganya. Sehingga, jika terjadi 
sesuatu seperti ada keluarga atau bahkan nelayan yang bersangkutan butuh 
berobat ke rumah sakit, maka pihak UD AISAH akan memberikan bantuan 
berupa biaya pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk jaminan pendidikan 
bagi anak-anak nelayan  binaan, UD AISAH bertindak sebagai bapak angkat 
dalam pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi bagi anak nelayan yang ingin melanjutkan pendidikan.  
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Arna yang merupakan salah 
seorang istri ABK yang bernama Sakka, menuturkan bahwa ―Saya punya tiga 
orang anak, yang pertama tamatan SD, kedua tamatan SMP, dan ketiga 
sebentar lagi masuk SMA, kami itu para nelayan masih rendah perhatiannya 
sama pendidikan, jadi anak-anak kita apalagi kalau perempuan, sudah ada 
yang melamar langsung dikasih nikah dan biasa berhenti sekolah kalau sudah 
nikah, tapi Alhamdulillah sudah banyak juga anak-anak nelayan yang dibantu 
sekolahnya sama H. Sadar, sekarang sudah ada yang berhasil jadi guru sama 
tentara, dan bidan‖. Melalui upaya ini, UD AISAH membuktikan bahwa upaya 
mensejahterahkan nelayan, tidak hanya dari segi peningkatan pendapatan. 
Namun lebih dari itu, UD AISAH berupaya agar generasi pelanjut dari para 
nelayan binaannya dapat memperbaiki kualitas hidup mereka dengan 
pendidikan yang memadai. Sehingga perusahaan menunjukkan bukti 
kepedulian tersebut melalui bantuan biaya bagi anak-anak para nelayan 
binaannya yang mau melanjutkan pendidikan. Upaya inipun tidak sia-sia, 
karena telah berhasil mewujudkan mimpi sejumlah anak nelayan menjadi 














Berdasarkan deskripsi dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, bentuk pengembangan harta dalam usaha perikanan 
tangkap tidak terlepas dari proses produksi yang di dalamnya faktor modal 
memilki peran yang sangat penting, baik itu berupa modal barang (aset) ataupun 
uang. Menurut konsep pengembangan harta maka sistem yang seharusnya 
diterapkan untuk modal berupa barang yaitu sewa menyewa (ijarah). Lain halnya 
dengan modal uang, sistem yang seharusnya diterapkan adalah berupa bagi 
hasil (mudharabah). Adapun pada pengembangan harta dalam usaha perikanan 
tangkap, kedua sistem tersebut dapat dilakukan, baik sewa maupun bagi hasil 
karena masing-masing pihak yang terlibat dalam usaha memiliki modal 
(sumberdaya) yang berbeda-beda. Berkaitan dengan konsep tersebut, 
pengembangan harta usaha perikanan tangkap pada UD AISAH, sebagai objek 
penelitian menerapkan kerjasama dengan sistem bagi hasil (mudharabah) dan 
sistem sewa jual beli (ijarah al-muntahia bit-tamlik) secara bagi hasil. Hal ini 
disebabkan UD AISAH memiliki peran ganda selaku pemilik kapal sekaligus 
modal finansial (uang).   
Kedua, keadilan merupakan pilar utama yang perlu ditegakkan dalam 
sistem ekonomi Islam, tidak terkecuali dalam proses bagi hasil usaha perikanan 





hampir di setiap proses pada bagi hasil mulai dari akad hingga implementasi bagi 
hasilnya. Kecuali, pada penerapan akad kerjasama yang tidak tertulis (lisan), 
serta kebijakan pengembalian biaya operasional kepada pemilik modal (UD 
AISAH) saat operasi penangkapan mengalami kegagalan atau kerugian.   
Ketiga, dalam kerjasama bagi hasil usaha perikanan tangkap yang 
dijalankan UD AISAH, terdapat dua jenis akad. pertama, akad al-ijarah al-
muntahia bit-tamlik (kontrak jual beli) atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri 
dengan kepemilikan barang oleh penyewa. Jenis akad yang kedua yaitu akad 
mudharabah yang terjadi antara pihak UD AISAH sebagai pihak yang memodali 
pengadaan kapal dengan pihak nelayan yang ingin memiliki kapal sendiri. 
Kemudian, setelah kapal menjadi milik nelayan, maka nelayan berkehendak 
untuk mengakhiri kerjasama dengan UD AISAH atau melanjutkan kerjasama 
dengan sistem mudharabah (UD AISAH memodali pendanaan operasional 
penangkapan). Sehingga, jenis akad yang kedua tidak lain adalah akad 
mudharabah, yang terjadi antara pihak UD AISAH sebagai pemilik modal (baik 
kapal maupun dana operasional) dengan nelayan penggarap (nakhoda dan ABK). 
Adapun Akad perjanjian antara pihak-pihak yang terkait dilakukan secara lisan. 
Pihak perusahaan melaksanakan akad hanya sebatas pernyataan lisan 
disebabkan karena masih kuatnya budaya masyarakat pesisir yang 
mendasarkan proses perjanjiannya pada rasa saling percaya.  
Keempat, terdapat potensi resiko terhadap pemilik modal atau kapal 
dengan hanya melakukan akad kerjasama secara lisan kepada nakhoda atau 
ABK karena akad lisan tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum yang 
mengikat. Namun, praktik seperti ini masih relatif aman dilaksanakan karena 
dasar saling percaya yang tumbuh oleh ikatan emosional dan kekerabatan yang 




Kelima, sesuai dengan visi UD AISAH yang berfokus pada 
kesejahteraan nelayan, terbukti dengan adanya upaya perusahaan dalam 
memberikan kesempatan kepada nakhoda dan ABK yang berprestasi (berkinerja 
baik) untuk memiliki kapal dengan jalan kerjasama sewa (al-ijarah al-muntahia 
bit-tamlik) dengan bentuk bagi hasil. keberhasilan semacam ini telah dinikmati 
oleh 14 orang nelayan binaan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan pada 
pemenuhan kebutuhan dasar nelayan binaan seperti pangan, perumahan, dan 




Pertama, penerapan sistem mudharabah sesuai syariat Islam, 
sebaiknya dilaksanakan secara sempurna oleh UD AISAH. Agar keadilan bagi 
hasil dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, baik 
ketika mengalami keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya jika 
terjadi kerugian, biaya operasional tidak lagi dibebankan kepada nelayan 
penggarap (nakhoda dan ABK) akan tetapi ditanggung oleh pemilik modal. 
Kemudian sebaiknya ada persentase atau nilai khusus untuk biaya-biaya 
perbaikan ataupun perawatan sarana penangkapan yang dipisahkan tersendiri 
dari bagian (50%) pemilik kapal sehingga akan lebih jelas peruntukannya. 
Adapun jika ternyata biaya perawatan sarana penangkapan tersebut tidak 
termanfaatkan, sehingga tersimpan dalam jumlah yang cukup besar, maka dapat 
dialihkan penggunaanya untuk membantu para nelayan (khususnya ABK dan 





Kedua, guna memberikan kekuatan dan kepastian hukum kepada 
pemilik modal dan seluruh pihak terkait ketika terjadi sengketa atau 
permasalahan, maka sebaiknya perjanjian atau akad dilakukan secara tertulis. 
Ketiga, di masa yang akan datang diharapkan agar UD AISAH beserta 
perusahaan sejenis lainnya yang bergerak pada usaha perikanan tangkap, agar 
dapat menerapkan sistem sewa (ijarah) kepada nelayan yang membutuhkan  
modal berupa kapal, agar sesuai dengan sistem yang diajarkan Islam.  
Keempat, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir 
pada umumnya dan nelayan pada khususnya, pemerintah perlu 
mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan, 
seperti: menggalakkan sosialisasi mengenai sistem pembiayaan dan permodalan 
usaha; serta mempermudah dan memperluas akses nelayan terhadap modal, 
teknologi, dan pasar.  
Kelima, dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat 
pesisir khususnya bagi pemerintah kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu 
untuk menggalakkan usaha industri rumah tangga bagi istri-istri nelayan 
khususnya di Kepulauan Sembilan yang mayoritas hanya berprofesi sebagai ibu 
rumah tangga, tanpa memiliki pekerjaan sambilan yang dapat menjadi sumber 
penghasilan tambahan bagi keluarga nelayan. 
 
6.3 Keterbatasan Penelitian 
 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat 
keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Keterbatasan penelitian ini terletak pada: Pertama, keterbatasan literatur dan 
penelitian terdahulu yang berkenaan dengan bagi hasil usaha perikanan tangkap 




sangat minim dan masih perlu dilakukan pengkajian yang mendalam. Kedua, 
keterbatasan pada saat melakukan observasi karena peneliti tidak dapat 
mengamati lebih jauh proses operasi penangkapan ikan di laut oleh nelayan 
penggarap, disebabkan kondisi peneliti yang tidak memungkinkan untuk ikut 
dalam kegiatan operasi penangkapan yang memakan waktu berhari-hari. Selain 
itu, objek penelitian hanya dilakukan pada satu perusahaan penangkapan di 
Kabupaten Sinjai, sehingga peneliti tidak dapat memaparkan data pembanding 
tentang penerapan sistem bagi hasil diperusahaan sejenis lainnya serta 
dampaknya bagi nelayan yang bersangkutan. 
Namun, melalui keterbatasan peneltian ini, peneliti berharap semoga 
hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat serta meningkatkan semangat 
intelektual muslim untuk mengembangkan penelitian sejenis dan mengkaji lebih 
jauh mengenai nilai-nilai Islam dalam penerapan sistem bagi hasil serta sistem 
lainnya seperti sewa-menyewa (ijarah) pada usaha perikanan tangkap guna 
mencapai ―keberkahan‖ sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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